KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pengelolaan
anggaran secara tertib, efektif, efisien, transparan,
akuntabel, terintegrasi, dan terkendali, perlu disusun
petunjuk bagi para pengelola program/kegiatan di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan;

Mengingat: ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan ...
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 60);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010
tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara pada Kantor Pelayananan Perbendaharaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 662);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 907);

10. Peraturan ...
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

11.

12.

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Perarturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1547);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017
tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan
Dana, Dan Perencanaan Kas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1845);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran
dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);

13. Peraturan ...
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13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Koordinator = Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ogranisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAFTAR ISIAN

PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN.

Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan  Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU menjadi petunjuk bagi seluruh unit kerja dalam

melaksanakan pengelolaan anggaran untuk mendukung

tercapainya sasaran/target kinerja kegiatan (output) dan
kinerja program (outcome) Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KETIGA: ...
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

ANDIE MEGANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

Dyah Tri Kudnolosari



-7 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan
dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan
anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) berdasarkan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang telah
disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden mengenai
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) atau Daftar Hasil
Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (DHP

RDP BUN), serta disahkan oleh Menteri Keuangan.
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Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum
pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara. Dokumen-dokumen penting dalam
pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen
pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D). Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan yang
tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan
dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya penyusunan Petunjuk
Teknis Pengelolaan DIPA di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai acuan bersama untuk
mendukung pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat
berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya petunjuk ini, yaitu:

a. memberikan acuan bagi para pengelola DIPA Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar
sasaran/target kinerja kegiatan (output) dan kinerja program
(outcome) dapat tercapai sesuai jadwal dan rencana;

b. mendorong kelancaran proses administrasi dan pertanggungjawaban
keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, terintegrasi
dan terkendali; dan

c. mensinergikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran lintas Eselon

[/ Satker.



C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan DIPA Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini meliputi

beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA DIPA

BAB III : PERENCANAAN ANGGARAN

BAB IV : PELAKSANAAN ANGGARAN

BAB V : TAHAPAN AKUNTANSI PELAPORAN

BAB VI : PENUTUP

D. PENGERTIAN/DEFINISI

Dalam petunjuk ini yang dimaksud dengan;

1.

Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
(KRISNA) adalah sistem e-planning yang mengintegrasikan platform
perencanaan dan anggaran yang telah ada di Bappenas ke dalam satu
sistem tunggal dan terintegrasi dengan penganggaran di Kementerian
Keuangan RI;

Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) adalah
sistem aplikasi yang mengintegrasikan proses dari perencanaan,
anggaran, dan pelaporan yang ada di lingkup Kemenko PMK, untuk
memudahkan proses reviu dan revisi sesuai kebutuhan;

Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah
aplikasi konsep single database yang digunakan sebagai sarana bagi
satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan
pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga
pertanggungjawaban anggaran, serta mengintegrasikan seluruh

aplikasi satker yang ada;
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Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA dan digunakan
sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan
kegiatan pemerintah sebagai pelaksanaan APBN;

Dokumen Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk diwujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki;

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes) terhadap
rencana dan standar yang telah dibuat. Fokus utama evaluasi
diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak
(itmpacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan;

Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk
kemanfaatan tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware);

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;

JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang
meliputi Eselon II/Setingkat;

JPT Madya adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang

meliputi Eselon I/Setingkat;
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Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai
tujuan dari suatu lembaga atau organisasi;

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ
untuk mengelola pemilihan penyedia;

Kementerian/Lembaga adalah  perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan,;

Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) adalah
dokumen  perencanaan  kegiatan yang memuat = semua
penjelasan/keterangan mengenai latar belakang, apa, mengapa,
siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu
kegiatan,;

Kinerja adalah keluaran (outputs) atau hasil (outcomes) dari kegiatan
atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah kumpulan atas keluaran
(outputs) Kementerian/Lembaga (rincian output) yang disusun dengan
mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Rincian Output
(RO) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis
tertentu secara sistematis;

Komponen adalah bagian dari suatu unsur yang membentuk suatu
sistem dari suatu kegiatan;

Koordinator Kegiatan adalah personil yang melakukan koordinasi
substansi dan administrasi kegiatan atas KRO yang akan dihasilkan
di unit kerja yang bersangkutan;

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat
yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang

yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
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MonSAKTI merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan dalam
pelaksanaan monitoring, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan
keuangan,

Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personil yang bertugas melaksanakan pengadaan
langsung, penunjukkan langsung, dan/atau E-purchasing;

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya
disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan
tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi
belanja pegawai;

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud
fisik lainnya;

Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) adalah Pejabat Struktural Eselon I
pada unit kerja Staf Ahli dan Pejabat Struktural Eselon II yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta
pengguna hasil pengadaan barang/jasa (user;

Penanggung Jawab Program (PJP) adalah Pejabat Eselon I pada
Lingkup Sekretariat dan Kedeputian Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Ketua Dewan Jaminan
Sosial Nasional;

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk
menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan

tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

- 13 -

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian/
Lembaga,;

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan
kontrak;

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan
kegiatan secara Swakelola;

Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan
misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas
dan fungsi Eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi
kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja
yang terukur;

Realisasi (penyerapan) Anggaran adalah realisasi berdasarkan SP2D
yang datanya diperoleh dari OM-SPAN atau MonSAKTI;

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya
disingkat RKA-K/L  adalah rencana keuangan  tahunan
Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran
Kementerian/Lembaga;

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat
RUP adalah daftar rencana pengadaan Barang/Jasa yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga;

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) adalah suatu
proses menyusun ulang perencanaan dan anggaran dalam suatu
Kementerian/Lembaga dengan tujuan untuk mengefektifkan
anggaran dan perencanaan sebelumnya;

Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan banyaknya biaya
yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lain
yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau program;
Rincian Output (RO) adalah keluaran (output) riil yang sangat spesifik
yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus
pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan
tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian

sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan;
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Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program, atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran merupakan
penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan
oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran,
triwulan atau bulanan. Sasaran harus kuantitatif sehingga dapat
diukur;

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi
lini Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan atau unit
organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan dan memiliki kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran;

Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional
yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan
pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti; melakukan
koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan
pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan
rencana;

Unit Kerja adalah unit kerja Eselon I dan/atau Eselon II di
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ
adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA
adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga
(Pengguna Anggaran), penanggung jawabnya adalah Menteri/
Pimpinan Lembaga;

Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disebut UAPB
adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian
Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan
BMN dari UAPPB-E1, yang penanggung jawabnya adalah

Menteri/Pimpinan Lembaga;
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49. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
UAKPA adalah unit akuntansi pada tingkat Satuan Kerja (Kuasa
Pengguna Anggaran) yang memiliki wewenang menguasai anggaran
dan menyusun laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/
barang yang dikelolanya;

50. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut
UAKPB adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Satuan Kerja/Kuasa
Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau

menggunakan BMN.

. Singkatan pada Petunjuk Teknis Pengelolaan DIPA

Dalam Petunjuk Teknis ini terdapat beberapa singkatan pada Petunjuk

Teknis Pengelolaan DIPA sebagai berikut:

1. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. APIP : Aparatur Pengawas Internal Pemerintah

4. ADK : Arsip Data Komputer

5. BP : Bendahara Pengeluaran

6. BPP : Bendahara Pengeluaran Pembantu

7. BUN : Bendahara Umum Negara

8. SHR : Surat Hasil Rekonsiliasi

9. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

10. DRPP : Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
11. DIPA : Daftar Isian Perencanaan Anggaran

12. DHP RDP : Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran
13. GU : Ganti Uang

14. GUP : Ganti Uang Persediaan

15. GBS : Gender Budget Statement

16. HPS : Harga Perkiraan Sendiri

17. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
18. KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

19. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

20. LPJ : Laporan Pertanggung Jawaban

21. LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik



22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

NPWP
PJP
PJK
PPK
PPSPM
PA
POK
RABPP
RKA-K/L
RKP
RUP
SHR
SPP
SP2D
SPM
SEB
SIPP
SPD
SPBy
SPTJM
SSP
SSPB
SSBP
TOR/KAK
TUP
UP
ULP
PPABP
KKP
UKPBJ
BAST
BAPP
BAP
KRO
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: Nomor Peserta Wajib Pajak

: Penanggung Jawab Program

: Penanggung Jawab Kegiatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

: Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
: Pengguna Anggaran

: Petunjuk Operasional Kegiatan

: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

: Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
: Rencana Kerja Pemerintah

: Rencana Umum Pengadaan

: Surat Hasil Rekonsiliasi

: Surat Permintaan Pembayaran

: Surat Perintah Pencairan Dana

: Surat Perintah Membayar

: Surat Edaran Bersama

: Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan
: Surat Perjalanan Dinas

: Surat Perintah Bayar

: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

: Surat Setoran Pajak

: Surat Setoran Pengembalian Belanja

: Surat Setoran Bukan Pajak

: Term Of Reference/Kerangka Acuan Kerja

: Tambahan Uang Persediaan

: Uang Persediaan

: Unit Layanan Pengadaan

: Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
: Kartu Kredit Pemerintah

: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

: Berita Acara Serah Terima

: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

: Berita Acara Pembayaran

: Klasifikasi Rincian Output



56.
57.
58.
59.
60.
ol.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

RO

MPN G3
UAPA
UAPB
UAKPA
UAKPB
KPP

RPD

DPT

TTE
MonSAKTI
OM-SPAN
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: Rincian Output

: Modul Penerimaan Negara Generasi 3

: Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

: Unit Akuntansi Pengguna Barang

: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

: Kantor Pelayanan Perpajakan

: Rencana Penarikan Dana

: Daftar Pembayaran Tagihan

: Tanda Tangan Elektronik

: Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

: Online Monitoring SPAN (Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara).
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BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

A. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA DIPA
Struktur organisasi Pengelola DIPA Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 1

sebagai berikut.

Menteri/
PA

Sekretaris
Kementerian

| 1 1 ]
PIP KPA BP BPP UKPBI

PIK PPK Sumber Daya

I-.,_ Pengelola
Pengadaan

M
¥

Barang/lasa

PPSPM  [&

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola DIPA

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DIPA
Secara rinci tugas dan tanggung jawab pengelola DIPA dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Menteri
Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab
atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang

bersangkutan.

2. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan = penggunaan anggaran Kementerian

Negara/Lembaga.
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Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang:

a. menyusun DIPA;

b. merinci bagian anggaran yang dikelolanya ke masing-masing
Satker;

c. menetapkan kepala Satker atau pejabat lain sebagai KPA;

d. menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya;

e. menyampaikan laporan = pertanggungjawaban = penggunaan
anggaran yang dikelolanya;

f. menetapkan kepala Satker sebagai KPA;

g. menetapkan pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam
hal:
1) Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;
2) Satker dipimpin oleh PJP atau setingkat Eselon I;
3) Satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus;
4) Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau
5) Satker Lembaga Negara.
Penetapan KPA sebagaimana dimaksud bersifat ex-officio;

h. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja;

i. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran
belanja yang telah ditetapkan;

j- menetapkan perencanaan pengadaan;

k. menetapkan dan mengumumkan RUP;

l. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

m. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang
gagal;

n. menetapkan Penyelenggaraan Swakelola;

o. menetapkan tim teknis;

p. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui
sayembara/Kontes;

q. menetapkan Tender gagal; dan

r. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode

pemilihan:
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1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sekretaris Kementerian

Sekretaris Kementerian adalah pejabat setingkat eselon 1 yang
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan kementerian termasuk didalamnya
administrasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara

Terkait Pengelolaan Keuangan Negara Sekretaris Kementerian
memiliki tugas diantaranya:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
kementerian;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
khususnya meliputi pengelolaan kementerian,;

c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum khususnya yang terkait dengan
pengelolaan keuangan;

d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan

e. pengelolaan data dan informasi keuangan;

Dalam menjalankan tugas diatas Sekretaris Kementerian memiliki
wewenang diantaranya;

a. Memberikan usulan atas nama-nama Pengelola Keuangan Negara
yang akan diangkat oleh Menteri;

b. Memberikan persetujuan atas Pengelola Keuangan Negara yang
akan diangkat oleh KPA;

Sekretaris Kementerian juga melakukan monitoring dan evaluasi

atas Pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan kementerian.
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4. Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah

pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

KPA memiliki tugas dan wewenang:

a.

b.

menyusun DIPA;

menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran Anggaran Belanja Negara;

menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan
menerbitkan SPM atas beban Anggaran Belanja Negara;
menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan,;

menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan
dana;

memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan
dan penarikan dana;

mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran,;

menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan
anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
menjawab sanggah banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi;
mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran
belanja yang telah ditetapkan

menetapkan tim pendukung; dan

menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.

5. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah

pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil

keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran

atas beban APBN.

PPK memiliki tugas dan wewenang:
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menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan
dana berdasarkan DIPA,;

menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak
dengan Penyedia Barang/Jasa;

melaksanakan kegiatan swakelola;

memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang
dilakukannya;

mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih
kepada negara;

membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPP;

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA
dengan Berita Acara Penyerahan;

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan,;

menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPVM;

m. menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN;

e

noo o

@

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyusun perencanaan pengadaan;

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;

menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan HPS;

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
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x. mengendalikan kontrak;

y. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan,;

z. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

aa. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan

bb. menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang

selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan

oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan

pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah

pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPP beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

c. membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan

d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

e. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi
belanja, dan penggunaan UP/TUP;

f. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila
penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;

g. menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPM ke KPPN;

h. menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah
pembayaran kepada KPA secara periodik; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

PPSPM bertanggung jawab terhadap:
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a. kebenaran dan kelengkapan administrasi serta keabsahan
administrasi dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan
SPM;

b. kebenaran dan keabsahan atas SPM;

c. akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau penerbitan SPM;
dan

d. ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada
KPPN.

Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP adalah

orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada

kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

BP memiliki tugas dan wewenang:

a. menerima dan menyimpan uang persediaan;

b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang
persediaan;

c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang
persediaan berdasarkan perintah KPA;

d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara
ke Rekening Kas Umum Negara;

g. menatausahakan transaksi uang persediaan;

h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;

i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;

j.- menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada
Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN; dan

k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.
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8. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP
adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan
pembayaran kepada yang berhak, guna kelancaran pelaksanaan
kegiatan tertentu.

BPP melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada
dalam pengelolaannya. Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang
yang dikelola, meliputi:

a. menerima dan menyimpan UP;

b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya
bersumber dari UP;

c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP
berdasarkan perintah PPK;

d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara
ke kas negara;

g. menatausahakan transaksi UP;

h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP;

i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan

j- menyampaikan laporan pertanggungjawaban BPP kepada BP.

9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Dasar
hukum tugas dari UKPBJ adalah Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa.
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Tugas dan Fungsi UKPBJ meliputi:

a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;

penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik
lokal/sektoral;

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah;

membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak; dan

pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
dan infrastrukturnya;

pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem
informasi pengadaan barang/jasa;

pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh
pemangku kepentingan,;

pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
dan infrastrukturnya;

pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem
informasi pengadaan barang/jasa; dan

pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh

pemangku kepentingan.

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan

Barang/Jasa, meliputi:

1)

2)

pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
dan personel UKPBJ;

pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak

terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat
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kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja,
pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;

3) pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa
pemerintah;

4) pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa
pemerintah; dan

5) pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan

teknis pengadaan barang/jasa, meliputi:

1) bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses
pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa;

2) bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
dan

3) Dbimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak
melalui mediasi.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala

lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan

fungsinya.

Ayat-ayat lainnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2021 terkait dengan UKPBJ, yaitu:

a.

UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan,;

Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang
mencakup kompetensi teknis bidang Pengadaan Barang/Jasa;
Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga yang tidak
memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ; dan

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat

dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.
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10. Sumber Daya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Sumber Daya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai Pokja
Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan; dan
b. Personel Lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang

Pengadaan Barang/Jasa.

11. Penanggung Jawab Program
Penanggung Jawab Program yang selanjutnya disebut PJP adalah

Pimpinan Unit Kerja / Pejabat Struktural Eselon I (Satu).

12. Penanggung Jawab Kegiatan
Penanggung Jawab Kegiatan yang selanjutnya disebut PJK adalah
Pejabat Struktural Eselon II yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan dan anggaran.
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BAB III
PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan yang merupakan salah satu tahap awal dari pelaksanaan
program/kegiatan memiliki peranan penting untuk menentukan tujuan yang
akan dicapai, menentukan cara yang akan ditempuh dari semua alternatif
yang mungkin dipilih, dan menentukan keluaran yang ingin diperoleh.

Sesuai PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan dan penganggaran

dilakukan melalui siklus sebagaimana Gambar 2 berikut:

RENJA K/L

- RENJA K/L merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh
' ®  Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya

Renja K/L sebagai Renja K/L sebagai Media Penuangan |
Media Pengusulan dan Pendalaman Rencana | Media Pengendalian

1
Direncanakan dan dianggarkan Dibahas dan disinergikan di pusat, 2 e : >
[ di RKP (hingga proyek) H[ daerah dan lainnya | SNl ania/RKARLITHER
1

|
|
|
|
|
|
ke |
I
I
|
|

Renc. Awal RKPSE Renc, Awal RKPESE R

“ Pagy Indikatif ' Pagy Indikatif j Sinkronisasi , xogy & DIPA &
Alokasi Pemutakhiran
: Anggaran RKP
—O ~ ~ A, O O Pelaksanaan
NOV =, MAR £ JUN ¢ Jut ! NOV DES !
* @ -~ I |
2 I I
Panyusunan ’ .
Rancangan Renja Melalui R”cﬁé?:!’:_krl'_ir:nm | *} Perubahan Prioritas harus mendapat persetujuan |
A dasark =L i "8 E ki Bappenas dan Kemenkeu sebelum dilakukan Revisi |
TM berdasarkan Ranwal T berdasarkan Perpres
RKP & SBPI RKP & SBPA [ —————————— /
Penyusunan Renja L Perubahan Renja W
Penelashan Renja

Gambar 2. Rangkaian Agenda Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun Berjalan

A. MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PAGU INDIKATIF
Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan
dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu K/L
sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang
bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Proses Penyusunan Rancangan

Awal dilaksanakan setelah dikeluarkan surat Menteri PPN/Kepala
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BAPPENAS tentang Rancangan Awal Renja Kementerian/Lembaga dan
setelah tersusunnya Rancangan Awal Renja, disusunlah Pagu Indikatif
berdasarkan surat edaran bersama yang ditandatangani oleh Menteri
PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif
Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu yang didasarkan atas
kebijakan umum serta tema, prioritas pembangunan nasional ataupun
Inisiatif Baru. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi alokasi
anggaran yang dirinci menurut Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian
Output, Rincian Output, Komponen, Indikator Kinerja serta target dan
anggarannya.

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disusun

dengan mengikuti alur sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3 berikut:
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Proses Penyusunan Rancangan Renja dan Pagu Indikatif

MENTERI INSPEKTORAT SETMENKO UNIT KERJA BAPPENAS KEMENKEU

Menyusun Konsep

Surat Penyusunan

Ranwal Renja dan
Usulan Inisiatif

SuratRancangan
Awal Rencana

Baru
Menyusun
Usulan Ranwal
Surat Permintaan Renja dan
Penyusunan
n Input pada
Ranwal Renja "
Aplikasi KRISNA
dan Aplikasi
SAKTI

Rekapitulasi Usulan
Ranwal Renja

Dokumen Usulan
Ranwal Renja

TIDAK
Penelitian Ranwal Renja
hVA
1_| RANCANGAN RENJA
TAHAP 1 — RANCANGAN RENJA TAHAP 1

\/

Surat Edaran Surat Edaran Bersama (SEB) Pagu
Bersama (SEB) Pagu Indikati
Indikatif l&/

Dokumen Exercise )
Pagu Indikatif Excercise Pagu
Indikatif
T Menyusun KAK,
RAB dan data
| dukungserta
Surat Pagu Indikatif | — mengunggah
pada aplikasi
~— PP

KAK dan RAB dan
data dukung lainya

| Input Krisna

TIDAK

Penelitian dan Reviu

el

YA

Draf RANCANGAN
RENJA TAHAP 2

!

| TRILATERAL MEETING

RANCANGAN RENJA KEMENKO PMK

RANCANGAN RENJA .
e KEMENKO PMK

Gambar 3. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja
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Penjelasan Gambar 3. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja, sebagai

berikut:

1.

10.

11.

12.

13.

Bappenas menerbitkan Surat Rancangan Awal Rencana Kerja kepada
Kemenko PMK;

Biro Perencanaan dan Kerjasama mengkonsep surat permintaan
penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja dan usulan Inisiatif
Baru;

Surat permintaan penyusunan Ranwal Renja ditandatangani
Seskemenko kemudian disampaikan kepada unit kerja;

Unit kerja menyusun Rancangan awal renja berdasarkan Isu
strategis, RPJMN, Renstra serta Inisiatif Baru yang ditandatangani
JPT Pratama dan disetujui oleh JPT Madya sekaligus melakukan
input pada Aplikasi Krisna dan Aplikasi SAKTI,

Usulan Renja tergabung dalam satu dokumen rekapitulasi Renja dan
disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama melalui Nota
Dinas;

Biro Perencanaan dan Kerjasama melakukan penelitian Ranwal Renja
bersama unit kerja;

Jika tidak sesuai, Biro Perencanaan dan Kerjasama akan
menyampaikan kepada Unit Kerja agar memperbaiki dan melakukan
penyesuaian;

Jika sesuai, akan ditetapkan menjadi dokumen Rancangan Renja
tahap 1,

Rancangan Renja Tahap 1 disampaikan kepada Seskemenko dan
dilaporkan kepada Menteri untuk disetujui;

Jika tidak sesuai, akan dilakukan penelitian kembali bersama unit
kerja;

Jika sesuai, maka akan menjadi dokumen Rancangan Renja tahap 1
dan disampaikan kepada Bappenas dan Menteri Keuangan,;

Surat Edaran Bersama (SEB) Pagu Indikatif diterbitkan oleh DJA dan
Bappenas kepada Kemenko PMK;

Biro Perencanaan dan Kerjasama melakukan exercise Pagu Indikatif

per unit kerja dan disampaikan kepada Seskemenko PMK;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Seskemenko melaporkan hasil exercise kepada Menko PMK, Jika
tidak disetujui, maka akan dilakukan exercise kembali oleh Biro
Perencanaan;

Jika disetujui, Biro Perencanaan dan Kerjasama menyusun Surat
Penetapan Pagu Indikatif kepada Unit Kerja untuk ditandatangani
Seskemenko;

Seskemenko menetapkan surat Pagu Indikatif;

Berdasarkan surat Pagu Indikatif, unit kerja menyusun KAK, RAB dan
data dukung;

Unit Kerja menyampaikan KAK, RAB dan data dukung sesuai dengan
surat Pagu Indikatif dan Renja unit kerja final melalui aplikasi SIPP;
Biro Perencanaan dan Kerjasama dengan Unit Kerja mengupdate data
dukung (melakukan upload KAK dan RAB ke Aplikasi KRISNA);

Biro Perencanaan melakukan penelitian Pagu Indikatif bersama
Inspektorat dan Unit Kerja;

Setelah penelitian dan reviu maka akan dijadikan sebagai Rancangan
Renja Tahap 2;

Rancangan Renja tahap 2 disampaikan ke Seskemenko dilakukan
Trilateral Meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu;

Hasil Trilateral Meeting menjadi dokumen draf rancangan Renja
untuk ditandatangani Seskemenko dan dilaporkan ke Menteri;

Jika tidak sesuai, maka draf Renja akan dibahas kembali dalam
Trilateral Meeting dan disesuaikan kembali pada aplikasi KRISNA;
dan

Jika sesuai, draf Renja ditandatangani oleh Sesmenko dan dilaporkan
ke Menteri; dan rancangan Renja Kemenko PMK disampaikan kepada

Unit Kerja dan Bappenas serta DJA.

. MEKANISME PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN

Pagu Sementara Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut

Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan

kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L

(Perdirjen Anggaran Nomor PER- 4 /AG/2022). Proses Penyusunan Pagu

Anggaran dilaksanakan setelah dikeluarkan Surat Edaran Bersama antara
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Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS tentang Pagu
anggaran Kementerian/Lembaga.

Mekanisme penyusunan Pagu Anggaran di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disusun
dengan mengikuti alur sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4 sebagai

berikut:
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Proses Penyusunan Pagu Anggaran

BAPPENAS KEMENKEU SETMENKO UNIT KERJA INSPEKTORAT MENTERI

Dokumen Exercise

Surat Edaran Pagu
Anggaran K/L | Excercise Pagu | » Pagu Aggaran
Anggaran
T -TIDAK: Y/T

Surat Penetapan
Pagu Anggaran Unit
Kerja

1. Penyampaian Data Dukung
Usulan Anggaran Melalui
aplikasi SIPP (RKT, KAK, RAB,
GBS, data dukung lainnya);

2. Melakukan input data belanja
pada Aplikasi SAKTI;

3. Melakukan Input Rencana
Penarikan Dana pada Aplikasi
SAKTI. TIDAK

y

Dokumen Data
\ i Dukung Usulan

Kelengkapan Anggaran

< PENELITIAN DAN REVIU >—
[——"

q

Validasi ADK
_ 1
A
» Surat RKA
Konsep SuratRKA  H .
¢
Surat RKA <
Penelaahan Online
Trilateral Meeting
Catatan Hasil Penelaahan
Selesai

Gambar 4. Mekanisme Penyusunan Pagu Anggaran
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Penjelasan Gambar 4. Mekanisme Penyusunan Pagu Anggaran, sebagai

berikut:

1.

10.

11.

12.

DJA dan Bappenas menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Pagu
Anggaran kepada Kemenko PMK;

Biro Perencanaan dan Kerjasama melakukan exercise Pagu Anggaran
per unit kerja dan disampaikan kepada Seskemenko PMK;
Seskemenko melaporkan hasil exercise kepada Menko PMK, Jika
tidak disetujui, maka akan dilakukan exercise kembali oleh Biro
Perencanaan;

Jika disetujui, Biro Perencanaan dan Kerjasama menyusun Surat
Penetapan Pagu Anggaran kepada Unit Kerja untuk ditandatangani
Seskemenko;

Masing-masing Unit Kerja menyusun KAK dan RAB beserta Data
Dukung (MOU Swakelola, Jasa Konsultan, Jasa Lainnya, RKT, GBS,
dll) dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama
melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan)
serta melakukan input data belanja dan updating halaman III DIPA
(RPD) pada Aplikasi SAKTI;

Biro Perencanaan dan Kerjasama memeriksa kelengkapan dokumen
data dukung usulan anggaran;

Biro Perencanaan dan Kerjasama melakukan penelitian Pagu
Anggaran bersama dengan Inspektorat dan Unit Kerja;

Jika tidak sesuai, Unit kerja memperbaiki data dukung yang
disampaikan;

Jika sesuai, Satuan Kerja melakukan proses validasi ADK,
persetujuan KPA pada Aplikasi SAKTI;

Biro Perencanaan dan Kerjasama Menyusun konsep surat Rencana
Kerja Anggaran dan data dukung lainnya yang dibutuhkan, untuk
disetujui Menteri;

Biro Perencanaan dan Kerjasama menyampaikan Surat Rencana
Kerja Anggaran ke Kementerian Keuangan melalui Aplikasi SAKTI,
Surat Rencana Kerja Anggaran digunakan sebagai bahan untuk

penelaahan online;
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13. Penelaahan Online dilakukan bersama Bappenas, Kemenko PMK, dan
Kemenkeu pada Aplikasi SAKTI;

14. Trilateral meeting dilakukan apabila terjadi perubahan atas
Rancangan Renja pada RO Prioritas Nasional; dan

15. Hasil dari Penelaahan Online, dituangkan dalam Catatan Hasil
Penelaahan dan ditandatangani oleh Bappenas, Kemenko PMK, dan

Kemenkeu.

. MEKANISME PENYUSUNAN ALOKASI ANGGARAN

Pagu Definitif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut
Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan
kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan
APBN yang dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja pembahasan
rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Proses Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran dilaksanakan setelah
dikeluarkan surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan tentang
Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Dengan memperhatikan prinsip-
prinsip pelaksanaan penganggaran, khususnya prinsip efisiensi dan
efektivitas anggaran harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

1. selektif;

2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
Kementerian Negara/Lembaga;
efisiensi penggunaan belanja negara; dan
akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan
pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Maka dalam rangka memenuhi prinsip dan kaidah penganggaran
dimaksud, Kemenko PMK mengatur dalam proses perencanaan
penganggarannya hal-hal sebagai berikut:

1. Akun Paket meeting dalam dan luar kota (524114 dan 524119)
Kegiatan yang dilaksanakan di hotel dengan jumlah undangan minimal
25 undangan.

2. Akun Perjalanan Dinas Dalam Negeri (524111) dan Luar Negeri
(524211)
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Pembatasan perjalanan dinas Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri

(LN), maksimal 50% atau lebih berdasarkan urgensi dan arahan

pimpinan dari total pagu anggaran Eselon II.

3. Kewenangan Belanja

Belanja Pegawai (51)

Belanja Barang

(52)

Belanja Modal (53)

Satker Setkemenko

Seluruh Satker

1. Satker Setkemenko;
2. Satker DJSN.

Tabel 1. Kewenangan Belanja

Mekanisme penyusunan Pagu Alokasi Anggaran di lingkungan

Kementerian Koordinator

Kebudayaan disusun

Bidang Pembangunan Manusia dan

dengan mengikuti alur sebagaimana

diperlihatkan pada Gambar 5 sebagai berikut:
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Proses Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran

BAPPENAS KEMENKEU SETMENKO UNIT KERJA INSPEKTORAT MENTERI DPR
Dokumen Exercise
Surat Edaran Pagu Pagu Aggaran
Alokasi Anggaran K/L Excercise Pagu
Alokasi Anggaran
TIDAK
Surat Penetapan 1. Penyampaian Data
Pagu Alokasi Dukung Usulan Anggaran
Anggaran Unit Kerja ke SI
(RKT, KAK, RAB, GBS,
data dukung lainnya);
2. Melakukan input data
belanja pada Aplikasi
KTI;
3. Melakukan Input
Rencana Penarikan Dana
pada Aplikasi SAKTI
Dokumen Data
Dukung Usulan TIDAK

Memeriksa
Kelengkapan

Validasi ADK

Membuat Surat

RKA dan Lembar

Pengesahan DPR-
RI

Surat RKA dan
Lembar
Pengesahan DPR-

PENELITIAN DAN REVIU

Menandatangani
Surat RKA dan

Lembar Pengesahan
DPR-RI

SuratRKA dan

Lembar Pegesahan
DPR-RL

RRI

Penelaahan Online

|

Catatan Hasil Penelaahan

Menerbitkan
Konsep DIPA

Konsep DIPA

TIDAK:

Konsep DIPA

YA

Cetak POK

Lembar Pengesahan

Rapat Kerja

dengan Banggar
DPR-RI

POK

embar

Gambar 5. Mekanisme Penyusunan Pagu Alokasi
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Penjelasan Gambar 5. Mekanisme Penyusunan Pagu Alokasi, sebagai

berikut:

1.

10.

11.

12.

Menteri Keuangan Menerbitkan Surat Penyampaian Alokasi Anggaran
kepada Kemenko PMK;

Biro Perencanaan dan Kerjasama melakukan exercise Alokasi
Anggaran dan disampaikan kepada Seskemenko PMK

Seskemenko melaporkan hasil exercise kepada Menko PMK, Jika
tidak disetujui, maka akan dilakukan exercise kembali oleh Biro
Perencanaan;

Jika disetujui, Biro Perencanaan dan Kerjasama menyusun Surat
Penetapan alokasi Anggaran kepada Unit Kerja untuk ditandatangani
Seskemenko;

Masing-masing Unit Kerja menyusun KAK dan RAB beserta Data
Dukung (MOU Swakelola, Jasa Konsultan, Jasa Lainnya, RKT, GBS,
dll) dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama
melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan)
serta melakukan pemutakhiran data belanja dan updating halaman
IITI DIPA (RPD) pada Aplikasi SAKTI,

Biro Perencanaan dan Kerjasama memeriksa kelengkapan dokumen
data dukung usulan anggaran;

Biro Perencanaan dan Kerjasama melakukan penelitian dan reviu
Pagu Alokasi Anggaran bersama dengan Inspektorat dan Unit Kerja;
Jika tidak sesuai, Unit kerja memperbaiki data dukung yang
disampaikan;

Jika sesuai, Satuan Kerja melakukan proses validasi ADK,
persetujuan KPA pada Aplikasi SAKTI;

Biro Perencanaan menyusun konsep surat Rencana Kerja Anggaran
dan lembar pengesahan DPR RI yang setelah disetujui Seskemenko
untuk ditandatangani Menteri dan disampaikan kepada Kementerian
Keuangan dan DPR RI;

Menteri menandatangani Surat Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta
lembar pengesahan DPR RI;

Surat Rencana Kerja Anggaran (RKA) disampaikan ke Pusat Layanan

DJA Kemenkeu (softfile diupload melalui penelaahan online) dan
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lembar pengesahan disampaikan ke DPR RI yang sebelumnya
dilaksanakan rapat kerja dengan Banggar DPR RI;

13. Surat Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan lembar pengesahan DPR RI
digunakan sebagai bahan untuk penelaahan online;

14. Penelaahan Online di lakukan bersama Bappenas, Kemenko PMK dan
Kemenkeu pada aplikasi SAKTI;

15. Hasil dari Penelaahan Online, dituangkan dalam Catatan Hasil
Penelaahan dan ditandatangani oleh Bappenas, Kemenko PMK dan
Kemenkeu;

16. Kemenkeu menerbitkan konsep DIPA;

17. Dokumen konsep DIPA disampaikan kepada Biro Perencanaan dan
Kerjasama;

18. Biro Perencanaan dan Kerjasama melakukan cek kesesuaian DIPA
(Informasi Kinerja, Alokasi Anggaran, dan Rencana Penarikan Dana);

19. Jika tidak sesuai, Biro Perencanaan dan Kerjasama meminta
Kemenkeu mengubah dan menerbitkan kembali konsep DIPA; dan

20. Jika sesuai, Kemenkeu akan mencetak DIPA dan disampaikan kepada

Kemenko PMK.

. MEKANISME PENGAJUAN RUP DENGAN SIRUP

Dasar hukum pengajuan ditetapkannya pengajuan RUP dengan
SIRUP adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan
Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga sendiri
dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L secara pembiayaan
bersama (co-financing). RUP disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan ditetapkan oleh Pengguan Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) masing-masing K/L. Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
1. Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
2. Penetapan Jenis Barang/Jasa;

3. Cara Pengadaan;
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4. Pemaketan dan Konsolidasi;
5. Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa; dan
6. Anggaran Pengadaan.

Setelah ditetapkan, PA/KPA wajib mengumumkan RUP tersebut
melalui website resmi K/L/papan pengumuman dan portal pengadaan
nasional melalui aplikasi SIRUP. Mekanisme pengajuan RUP dengan
SIRUP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan disusun dengan mengikuti alur sebagaimana

diperlihatkan pada Gambar 6 sebagai berikut:

Flowchart Mekanisme Pengajuan
RUP dengan SiRUP

Pn/xcPn

C_ mMulai >

Menarik data RKAKL
dari SAKTI ke SiRUP

Delegasi anggaran

P kegiatan

Menyusun Rencana
Pengadaan

I Finalisasi Draf RUP l

Menetapkan &
Mengumumkan RUP

Selesai

Gambar 6. Mekanisme Pengajuan RUP dengan SIRUP

Penjelasan Gambar 6. Mekanisme Pengajuan RUP dengan SIRUP, sebagai

berikut:

1. PA/KPA menarik data RKAKL dari aplikasi SAKTI ke dalam SIRUP;

2. PA/KPA mendelegasikan anggaran program kegiatan kepada masing-
masing PPK;

3. PPK menyusun rencana pengadaan (menetapkan: metode dan jenis

pengadaan, rencana penggunaan PDN/TKDN, mengalokasikan
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minimal 40% untuk UMK, pemaketan/konsolidasi paket, jadwal
pengadaan);

PPK melakukan finalisasi draft RUP; dan

PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP dalam SIRUP.
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BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan
untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi di
mana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan
dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik
dapat diterapkan secara tepat. Perencanaan anggaran yang baik merupakan
awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian, proses
pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang
menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan perkiraan
yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam
tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu
saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang
konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari

terganggunya aktivitas satker dan manajemen program/kegiatan.

A. MEKANISME REVISI ANGGARAN
Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah
ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran berjalan dan disahkan
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berjalan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Revisi
Anggaran. Revisi anggaran dilakukan karena rencana anggaran yang telah
tertuang dalam dokumen RKA-K/L, DIPA, atau POK menjadi tidak sama
dengan yang akan dilaksanakan (pelaksanaan anggaran). Oleh karena itu,
perlu ada revisi perubahan atau penyesuaian rincian anggaran melalui
revisi anggaran yang dibagi dalam beberapa kewenangan yaitu:
1. Revisi dalam Kewenangan KPA
Revisi Dalam Kewenangan KPA adalah revisi anggaran dengan pagu
tetap yang tidak mengakibatkan perubahan digital stamp DIPA Petikan,
meliputi:
a. pergeseran anggaran antar detil dalam 1 akun yang sama
sepanjang tidak mengubah jenis, volume, dan satuan KRO

(Klasifikasi Rincian Output), RO (Rincian Output), tidak bergeser
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antar KRO/Kegiatan/RO/Satker/komponen/subkomponen/akun.
Revisi tersebut sepenuhnya dalam kewenangan PA/KPA dengan
cara melakukan create ADK, cukup dengan melakukan
pemutakhiran ADK melalui aplikasi SAKTI; dan

b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO, 1 (satu) Kegiatan, dan 1
(satu) Satker, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan volume
RO, jenis belanja, dan sumber dana. Revisi tersebut sepenuhnya
dalam kewenangan PA/KPA dengan cara melakukan create ADK,
melakukan pemutakhiran ADK melalui aplikasi SAKTI ke kanwil
DJPB.

2. Revisi anggaran ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Revisi anggaran ke Kanwil DJPB adalah revisi anggaran yang
dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi
Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap dan revisi
administrasi, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

3. Revisi anggaran ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (Dit PA DJPB)

Revisi anggaran ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB adalah
revisi anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Pelaksanaan
Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi revisi
anggaran dalam hal pergeseran anggaran antar satker/antar kegiatan,
sebagaimana ditentukan dalam PMK tentang Tata Cara Revisi
Anggaran dan Perdirjen Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis

Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan DJPB.

4. Revisi anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
Revisi anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran adalah revisi
anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran yang
memerlukan penelaahan, meliputi revisi anggaran dalam hal pagu

anggaran berubah, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan
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revisi administrasi, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran tentang

Tata Cara Revisi Anggaran.

. Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR

Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR adalah revisi
anggaran yang meliputi pergeseran anggaran antar program, kecuali
memenuhi kebutuhan belanja operasional sepanjang dalam bagian
anggaran yang sama. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat dapat ditetapkan oleh Pemerintah tanpa
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang telah
diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN/Undang-Undang
mengenai APBN - Perubahan Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana

ditentukan dalam PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Mekanisme Revisi Anggaran kewenangan KPA dan Kanwil DJPB -

Setmenko dapat dilihat pada Gambar 7 berikut:
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Prosedur Revisi Anggaran
Kewenangan KPA dan Kanwil DJPB - SETKEMENKO

UNIT KERJA BIRO PERENCANAAN Inspektorat* SESKEMENKO PMK KPA Kanwil DJPB

A 4

ND Usulan Revisi Mengetahui Revisi

ND Usulan Revisi

—>< Penelitian dan Reviu
v TIDAK

Perbaikan revisi
anggaran

Y

Peneltian
Kanwil

Nodin [

Mengunduh | Pengesahan | Surat Pengesahan Revisi

Gambar 7. Mekanisme Revisi Anggaran Kewenangan KPA dan Kanwil

DJPB - Khusus Setkemenko
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Penjelasan Gambar 7 Revisi Anggaran Kewenangan KPA dan Kanwil

DJPB - Setmenko, sebagai berikut:

1) Kepala Biro/Inspektur mengusulkan Nota Dinas Revisi kepada
KPA dengan mengetahui Seskemenko PMK, dilampiri data dukung
revisi (ADK SAKTI, TOR dan RAB) (Lampiran 27);

2) KPA melakukan disposisi kepada Biro Perencanaan atas usulan
revisi anggaran unit kerja;

3) Biro Perencanaan (Analis Anggaran/Perencana) melakukan
penelaahan dan direviu) oleh Inspektorat (*) terkait usulan revisi
anggaran sesuai yang diatur dalam PMK Tata Cara Revisi;

4) Jika tidak sesuai, Unit Kerja melakukan perbaikan usulan revisi
anggaran (ADK SAKTI, TOR dan RAB);

5) Jika Setuju, Biro Perencanaan dan Kerjasama (Analis
Anggaran /Perencana) melakukan proses revisi anggaran sesuai
dengan ketentuan PMK Revisi Anggaran (*¥);

6) Jika kewenangan revisi KPA, Biro Perencanaan dan Kerjasama
dapat membuat surat pengesahan revisi;

7) Jika kewenangan revisi kanwil DJPB, Kanwil DJPB melakukan
penelitian usulan revisi;

8) Jika tidak sesuai, unit kerja melakukan perbaikan dokumen
usulan revisi anggaran,;

9) Jika sesuai, Biro Perencanaan dan Kerjasama akan memperoleh
surat pengesahan revisi anggaran pada aplikasi SAKTI;

10) Biro Perencanaan dan Kerjasama membuat Nota Dinas
pengesahan revisi anggaran untuk diedarkan di Unit Kerja Satker
Sekretariat Kemenko Bidang PMK; dan

11) Unit kerja mengunduh Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

terupdate dan realisasi terkini.

*)  Bila kategori revisi memerlukan reviu APIP
**) Dokumen data dukung bila diperlukan yang diatur dalam PMK Revisi
(Surat Persetujuan Eselon I dan Surat Pernyataan KPA/APIP/ BPKP)
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Mekanisme Revisi Anggaran kewenangan KPA dan Kanwil DJPB- NON
Setkemenko dapat dilihat pada Gambar 8 berikut:

Prosedur Revisi Anggaran
Kewenangan KPA dan Kanwil DJPB - NON SETMENKO

UNITKERIA SETDEP Inspektorat* PIP KPA Kanwil DJPB

A 4

ND Usulan Revisi % Mengetahui Revisi

—————><___Peneiitian dan Reviu

ND Usulan Revisi

\ 4

| | Perbaikan revisi Penelitian

anggaran Kanwi
A
IDAK
ik Nodin LR
Mengunduh |, Pengesahan g Surat Pengesahan Revisi
POK Rivig/_\

Gambar 8. Mekanisme Revisi Anggaran Kewenangan KPA dan Kanwil

DJPB - Non Setmenko
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Penjelasan Gambar 8 Mekanisme Revisi Anggaran Kewenangan KPA

dan Kanwil DJPB Non Setmenko, sebagai berikut:

1) Sesdep/Asdep mengusulkan Nota Dinas Revisi kepada KPA
dengan mengetahui PJP, dilampiri data dukung revisi (ADK SAKTI,
TOR dan RAB) (Lampiran 29);

2) KPA melakukan disposisi kepada Sekretariat Deputi atas usulan
revisi anggaran unit kerja;

3) Sekretariat Deputi (Analis Anggaran/Perencana) melakukan
penelaahan dan direviu) oleh Inspektorat (*) terkait usulan revisi
anggaran sesuai yang diatur dalam PMK Tata Cara Revisi (**);

4) Jika tidak sesuai, Unit Kerja melakukan perbaikan usulan revisi
anggaran (ADK SAKTI, TOR dan RAB);

5) Jika sesuai, Sekretariat Deputi (Analis Anggaran/Perencana)
melakukan proses revisi anggaran sesuai dengan PMK Revisi
Anggaran;

6) Jika kewenangan revisi KPA, Sekretariat Deputi dapat membuat
surat pengesahan revisi;

7) Jika kewenangan revisi kanwil DJPB, Kanwil DJPB melakukan
penelitian usulan revisi;

8) Jika tidak sesuai, Sekretariat Deputi menyampaikan perbaikan
dokumen ke Kanwil DJPB;

9) Jika sesuai, Sekretariat Deputi akan memperoleh surat
pengesahan revisi anggaran pada aplikasi SAKTI,

10) Sekretariat Deputi membuat Nota Dinas pengesahan revisi
anggaran untuk diedarkan di Unit Kerja Deputi; dan

11) Satker /Sekretariat Deputi mengunduh Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK) terupdate dan realisasi terkini.

*)  Bila kategori revisi memerlukan reviu APIP
**) Dokumen data dukung bila diperlukan yang diatur dalam PMK Revisi
(Surat Persetujuan Eselon I dan Surat Pernyataan KPA/APIP/ BPKP)
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Mekanisme revisi anggaran kewenangan Kewenangan DPR, DJA,
DIT PA DJPB dapat dilihat pada Gambar 9 berikut:

Prosedur Revisi Anggaran

Dit. PA DJPB, DJA dan DPR
KPA BIROREN INSPEKTORAT SESKEMENKO PMK MENKO PMK Dit. PADIPb DIA DPR
ND Usulan ND Usulan
Revisi "|Revisi
———<_ Penelitian dan Reviu
Perbaikan
M revisi
anggaran
Persetujuan Usulan Usulan Revisi
Kewenangan Revisi Anggaran Anggaran
DPR "|Kewenangan DPR "|kewenangan
N DPR
~— Usulan Revisi e
Anggaran
» Kewenangan
T Dit.,PADIPB
S
Usulan Revisi
Anggaran
> [(ewenangan
DIA
Penelaahan dengan Ke@
Nodin
Mengunduh Pengesahan B
POK Revisi Surat Pengesahan Revisi

Gambar 9. Mekanisme Revisi Anggaran Kewenangan DPR, DJA,
Dit.PA, dan DJPB

Penjelasan Gambar 9 Mekanisme Revisi Anggaran Kewenangan DPR,
DJA, dan DIT.PA DJPB, sebagai berikut:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

%)
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KPA Satker mengusulkan Nota Dinas Revisi Anggaran kepada
Seskemenko PMK menyetujui PJP dengan lampiran data dukung
revisi (ADK SAKTI, TOR dan RAB) (Lampiran 28);

Seskemenko PMK memberikan Disposisi kepada Biro
Perencanaan untuk melakukan penelaahan revisi anggaran sesuai
dengan PMK Tata Cara Revisi;

Biro Perencanaan dan Kerjasama melakukan penelitian dan reviu
usulan revisi anggaran bersama dengan Inspektorat(*) dan Unit
Kerja pengusul revisi anggaran;

Jika tidak sesuai, Unit Kerja memperbaiki ADK pada aplikasi
SAKTI dan data dukung di Aplikasi SIPP;

Jika sesuai, Biro Perencanaan dan Kerjasama akan meminta
persetujuan usulan revisi kepada Seskemenko PMK;

Setelah disetujui Seskemenko PMK, Biro Perencanaan dan
Kerjasama melakukan proses revisi sesuai kewenangan
(DPR/DJA/DJPB) sesuai dengan PMK Revisi.

Kemenkeu akan mengadakan penelaahan dengan Biro
Perencanaan dan Kerjasama dan satker pengusul revisi;

Hasil dari penelaahan, dituangkan dalam catatan penelaahan oleh
DJA;

Jika tidak sesuai, Biro Perencanaan dan Kerjasama
menyampaikan perbaikan dokumen ke DJA;

Jika sesuai, biro perencanaan dan kerjasama akan memperoleh
notifikasi pengesahan revisi pada aplikasi SAKTI,

Biro perencanaan dan kerjasama membuat nota dinas
pengesahan revisi untuk disampaikan ke satker pengusul revisi;
Satker /Sekretariat Deputi mengunduh Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK) terupdate dan realisasi terkini.

Dalam hal Pagu Anggaran berubah, Pergeseran anggaran antar

program, Penambahan Usulan KRO/ RO Baru.
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Persyaratan Pengajuan Revisi Anggaran oleh KPA

Usulan Revisi harus disertai data dukung, yaitu:

1)
2)
3)
4)
S)

6)

Surat Usulan Revisi Anggaran dari KPA atas sepengetahuan PJP;

Matriks Semula-Menjadi;
TOR/RAB;
ADK RKA-K/L;

Referensi harga yang tidak ada pada ketentuan Standar Biaya

Masukan; dan

Dokumen disampaikan dalam bentuk softcopy (scan) dan

hardcopy.

Persyaratan Revisi Anggaran Pada DJA, Kanwil DJPB dan Dit PA DJPB

Kemenkeu
1) Pada DJA
a) Surat Usulan Revisi Anggaran dari KPA yang disetujui oleh PJP;
b) Matriks Semula-Menjadi Per Satker;
c) ADK RKA-K/L-DIPA Revisi;
d) DIPA revisi terakhir (DIPA Petikan);
e) DIPA konsep revisi (DIPA Konsep);
f) Laporan Hasil Reviu (Final) (sesuai ketentuan); dan
g) Dokumen terkait (persetujuan Eselon I, verifikasi BPKP/APIP

2)

K/L, BA Rekonsiliasi KPPN, Referensi harga yang tidak ada pada

ketentuan Standar Biaya Masukan, Data Dukung lainnya).

Pada Kanwil DJPB dan Dit PA (Direktorat Pelaksanaan Anggaran

DJPB)

a) Surat Usulan Revisi Anggaran dari KPA yang disetujui oleh PJP;
b) Matriks Semula-Menjadi;

c) DIPA revisi terakhir;

d) DIPA konsep revisi;

e) ADK RKA-K/L-DIPA Revisi; dan

f) Dokumen terkait (persetujuan Eselon I, verifikasi BPKP/APIP

K/L, BA Rekonsiliasi KPPN, Referensi harga yang tidak ada pada

ketentuan Standar Biaya Masukan, Data Dukung lainnya).
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Keterlibatan APIP
Penyesuaian peran APIP dalam proses revisi anggaran, sehingga
APIP K/L hanya terlibat dalam hal:
1) perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau
pengurangan pagu anggaran belanja (Pagu Anggaran Berubah);
2) pergeseran anggaran antar-program kecuali dalam rangka
pemenuhan Belanja Operasional;
3) reorganisasi atau restrukturisasi K/L;
4) pergeseran anggaran Prioritas Nasional,
5) pergeseran Belanja Operasional ke Non Operasional,;
6) penurunan Volume Prioritas Nasional,
7) usulan penambahan program/kegiatan/KRO/RO baru; dan
8) reviu tunggakan dengan nilai antara Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

B. MEKANISME PENERBITAN ATAU PERUBAHAN/PENGGANTIAN SK
PENGELOLA KEUANGAN
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan
yang mengatur terkait pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara serta
Pengadaaan Barang dan Jasa, maka dalam rangka pelaksanaan keuangan
negara diperlukan adanya Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk dan
diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tanggung jawab
pengelolaan keuangan negara.
Pejabat pengelolaan keuangan negara pada setiap Satuan Kerja di
Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditetapkan oleh

Menko Bidang PMK dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Adapun masing-masing kewenangan penetapan dimaksud, sebagai
berikut:
1. Ditetapkan oleh Menko PMK
a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan oleh Menko Bidang
PMK selaku PA;
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b. Bendahara Pengeluaran (BP) ditetapkan oleh Menko Bidang PMK
selaku Pimpinan K/L;

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan oleh Menko
Bidang PMK selaku Pimpinan K/L;

d. Anggota POKJA UKPBJ ditetapkan oleh Menko Bidang PMK selaku
Pimpinan K/L;

e. Anggota Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) ditetapkan
oleh Menko Bidang PMK selaku PA; dan

f.  Anggota Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) ditetapkan oleh
Menko Bidang PMK selaku PB.

Mekanisme alur penerbitan atau perubahan/penggantian SK yang
ditetapkan oleh Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan/PA/PB untuk masing-masing satker dapat dilihat pada
Gambar 10, sebagai berikut:
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Sekretaris Deputi/Kepala Biro PJP Kepala Biro HuP OK Sekretaris Kemenko PMK Menteri
Berkoordinasi
internal dan .
menyiapkan draft | <€ Tidak
Nama Pengelola
Keuangan
;. PJP memeriksa draft ™, Tidak
usulan nama
Menyetujul usulan
nama-nama pengelola
keuangan

Mengajukan surat
usulan nama-nama

pengelol Persetujuan
keuanganyg telah

disetujui
Ya
Disposisi kepada
Seskemenko
Disposisi kepada Biro
HUPOK untuk dielaah | ¢
dan diproses
y
Reviu penulisan (legal
drafting) surat keputusan
Pengajuan naskah
rancangan surat
keputusan
A J
| Penetapan
Penomoran dan Surat Keputusan

e 4

pembuatan salinan

A

pengelola keuangan

Gambar 10. Mekanisme Penerbitan atau Perubahan/Penggantian

SK Pengelola Keuangan Masing-Masing Satker yang Ditetapkan oleh

Menteri
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Penjelasan Gambar 10. Mekanisme Penerbitan atau

Perubahan/Penggantian SK Pengelola Keuangan Masing-Masing

Satker yang Ditetapkan oleh Menteri, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

pada awal tahun anggaran, untuk SK yang perlu ditetapkan oleh
Menko PMK, Sekretariat Deputi/Biro menyusun nama-nama
pengelola keuangan untuk disetujui oleh PJP;

PJP memeriksa/mereviu usulan nama-nama pengelola keuangan
yang diajukan oleh Sekretaris Deputi/Kepala Biro, dan dapat
menyetujui dan/atau tidak menyetujui nama-nama pengelola
keuangan yang diusulkan;

apabila nama pengelola keuangan telah disetujui, PJP
memberikan persetujuan dalam bentuk surat/nota
dinas/dokumen lain yang selanjutnya diajukan kepada Menteri;
Menteri dapat menyetujui atau tidak menyetujui nama-nama
pengelola keuangan dari draft SK yang diusulkan;

Menteri memberikan disposisi kepada Sekretaris Kemenko PMK
untuk ditindaklanjuti;

Sekretaris Kemenko PMK membuat disposisi kepada Kepala Biro
Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi (HUPOK)
untuk memproses naskah rancangan Surat Keputusan tentang
Pengelola Keuangan;

Biro HUPOK melakukan reviu penulisan (legal drafting) terhadap
rancangan Surat Keputusan tentang Pengelola Keuangan agar
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk
selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kemenko PMK.

cat. Dalam rangka reviu penulisan (legal drafting) Biro HUPOK
dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk
mendapatkan masukan dan pertimbangan teknis dan/atau

substansi;
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9)

10)

11)
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Sekretaris Kemenko PMK mengirimkan nota dinas permohonan
rancangan Surat Keputusan tentang Pengelola Keuangan kepada
Menteri untuk ditetapkan;

Menteri menetapkan nama-nama pengelola keuangan dari draft
SK yang diusulkan;

SK tentang Pengelola Keuangan yang telah disetujui dan
ditandatangani oleh Menteri (termasuk telah ada spesimen tanda
tangan dari Pengelola Keuangan) selanjutnya diberikan
penomoran oleh Biro HUPOK; dan

SK tentang Pengelola Keuangan yang telah diberi penomoran dan
tanggal selanjutnya dibuatkan salinannya oleh Biro HUPOK dan
didistribusikan kepada unit kerja pemrakarsa dan unit kerja

terkait.

Ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

a.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang
ditetapkan oleh KPA;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan oleh KPA,;
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang
ditetapkan oleh KPA,;

Staf Pengelola Keuangan yang ditetapkan oleh KPA;

Tim Teknis Pendukung PPK yang ditetapkan oleh KPA;

Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang
ditetapkan oleh KPA,;

Anggota Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang
ditetapkan oleh KPA; dan

Anggota Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang
ditetapkan KPA.

Mekanisme alur Penerbitan atau perubahan / Penggantian SK

yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dapat dilihat

pada Gambar 11 sebagai berikut:
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Sekretaris Deputi/Kepala Biro PJP Sekretaris Kemenko PMK Kepala Biro HUP OK KPA

Berkoordinasi
internal dan
menylapkan draft | Tidak
Nama Pengelola
Keuangan

I

Tidak

PJP memeriksa draft
usulan nama

Usulan nama-nama
pengelola keuangan
yang telah disetujui

Menyetujui usulan
nama-nama pengelola
keuangan

Menyusun draft SK
Nama Pengelola
Keuangan

4

Draft 8K Pengelola Memeriksa usulan
Keuangan nama

Ya

Reviu penulisan
(leqal drafiing) surat
keputusan

A

Penetapan Surat
Pengajuan naskah Keputusan

rancangan surat
keoutusan

v

Penomoran dan Surat Keputusan
pembuatan salinan pengelola keuangan

A 4

distribusi

Selesai

Gambar 11. Mekanisme Penerbitan atau Perubahan/Penggantian SK
Pengelola Keuangan yang Ditetapkan oleh Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang
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Penjelasan Gambar 11 terkait Mekanisme Penerbitan atau

Perubahan/Penggantian SK Pengelola Keuangan yang ditetapkan oleh

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, sebagai berikut:

1.

Pada awal tahun anggaran, untuk SK yang perlu ditetapkan oleh
KPA, Sekretariat Deputi/Biro menyusun nama-nama pengelola
keuangan untuk disetujui oleh PJP;

PJP memeriksa/mereviu usulan nama-nama pengelola keuangan
yang diajukan oleh Sekretaris Deputi/Kepala Biro, dan dapat
menyetujui dan/atau tidak menyetujui nama-nama pengelola
keuangan yang diusulkan;

Apabila nama pengelola keuangan telah disetujui, PJP
memberikan persetujuan dalam bentuk surat/nota
dinas/dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada
Sekretaris Deputi/Kepala Biro;

Sekretariat Deputi/Biro menyusun draft Surat Keputusan (SK)
Pengelola Keuangan sesuai dengan format sebagaimana terlampir;
Sekretariat Deputi/Biro menyampaikan draft SK tentang
Pengelola Keuangan kepada Sekretaris Kemenko PMK;

Apabila draft SK tentang Pengelola Keuangan telah disetujui,
Sekretaris Kemenko PMK memberikan disposisi kepada Kepala
Biro HUPOK untuk melakukan telaah kelayakan usulan dan
untuk melakukan reviu penulisan (legal drafting);

Biro HUPOK melakukan reviu penulisan (legal drafting) terhadap
rancangan SK tentang Pengelola Keuangan agar sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya
disampaikan kepada Sekretaris Deputi/Kepala Biro pemrakarsa.
Cat. Dalam rangka reviu penulisan (legal drafting) Biro HUPOK
dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk
mendapatkan masukan dan pertimbangan teknis dan/atau
substansi;

SK tentang Pengelola Keuangan yang telah disetujui dan
ditandatangani oleh KPA (termasuk telah ada specimen tanda
tangan dari Pengelola Keuangan) selanjutnya diberikan

penomoran internal oleh unit kerja masing-masing;
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9. SK tentang Pengelola Keuangan yang telah diberi penomoran dan
tanggal selanjutnya dapat didistribusikan oleh Sekretaris

Deputi/Kepala Biro kepada unit kerja.

C. TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
1. Uang Persediaan (UP)

Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/BP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa
paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
kecuali untuk pembayaran:

a. pembayaran honorarium;

b. perjalanan dinas;

c. kegiatan di luar negeri;

d. penanganan bencana;

UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
a. belanja barang;

b. belanja modal; dan

c. belanja lain-lain.

Untuk Bendahara Pengeluaran (BP) yang dibantu oleh beberapa
BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian
yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.

Bendahara Pengeluaran (BP) melakukan penggantian (revolving)
UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan
dengan UP masih tersedia dalam DIPA. Penggantian UP dilakukan
apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Indikator pengelolaan GUP yang baik tercermin dari banyaknya
jumlah / frekuensi revolving yaitu minimal satu kali setiap bulan.

Lampiran yang dibutuhkan untuk pengajuan SPP GU oleh PPK
adalah sebagai berikut:

a. Surat Perintah Bayar (SPBy) dibuat sesuai format;
b. Bukti pembayaran pajak;
c. Kelengkapan berkas sesuai jenis belanja.
Mekanisme Pencairan Uang Persediaan (UP) dan Penggantian

Uang Pesediaan (GUP) dapat dilihat pada gambar 12 sebagai berikut :
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No Ula_lan BP KPA PPK PP5SPM KPPN Kanvwil Persyaratan DOutput | Keterangan
Kegiatan Perbendaharaan
Surat LPJ Dezember
Fermohonan - selesai, draft
1 [UP pernyataan UF
Permohonan
2 |Dizpenszaszi UP
| Apabila
Fersetujuan - ’ memeriuk.an
3 |Dispenzasi P UP:500.000
L]
Dispensasi -
4 | disetujui
Surat
+ Fermyataan
Surat dan Rincian
Permohonan Fenyerapan
5 |UF =)
| - Surat Pernyataan
Pembuatan dan Rincian
E |SPPUP Fenyerapan UF SFFPUFP
Rincian
Penerbitan Fenyerapan UF
T |SFMUP dan SPF UFP SFMUF
| urat Fernyataan,
..- Rincian
Pernerbitan Fenyerapan UF
g [SFzOUP dan SPRUP SPzOUP
Fencairan dan
Pembagian -
9 (Dana UP SPzDUP DarA UF
Peryusunan Perzuaratan
0| SPJGUP SPJ
1 | Verifikasi GUP l Persyaratan SPJ
Penerbitan
12 | SPP GURP SPP GUP
Pererbitan | ,—
13 | SPM GUP SPPGUP SPMGUP
Untuk akhir tahun
Penerbitan | - - dilakuk.an
14 [SP20GUP SPMGUP SpzOGUR | mekanisme GUP
ikl atas
dan " pembuatan SFPF,
Pembagian - SFM serta
15 |Kembali Dana SP2DGURP OAMA GUP | penerbitan SP20

Gambar 12. Mekanisme Pencairan Pencairan Uang Persediaan

(UP) dan Penggantian Uang Pesediaan (GUP)

2. Tambahan Uang Persediaan (TUP)

KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa

UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk

membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda.

Berikut adalah syarat penggunaan TUP:

a. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan

sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan

b. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan

pembayaran LS.

Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai:

KPA mengajukan permintaan persetujuan pencairan TUP kepada




a.
b.
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rincian rencana penggunaan TUP; dan

surat yang memuat syarat penggunaan TUP.

TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan

dan dapat dilakukan secara bertahap dan sisa TUP yang tidak habis

digunakan harus disetor ke Kas Negara.

Mekanisme Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) dapat dilihat

pada gambar 13 sebagai berikut :

Pengusulan TUP

Pengusulan TUP

Mo| Uraian Kegiatan BP KPA PPK PPSPM KPPN Persyaratan Output  |Keterangan
Rincian
Rincan Penggunaan -_ Penyerapan TUFR,
1 [TUP Draft Surat
Pernyataan
dan Rincian
Persetujan Rincian Fenyerapan
2 [Penggunaan TUP
Dokumen

Persetujuan

1 1

Persetujuan ’ dizpensasi
dizpensasi pencairan
4 (pencairanTUP TUP
Menerima dan
Menyampaikan
5 |Surat Persetujuan
- Surat Pernyataan
dan Rincian
& |PembuatanSPFTUP Penyerapan TUP |SFPTUP
Surat Pernyataan,
Rincian
7 |Penerbitan SPM TUP Penyerapan TUP |SPMTUFP
| Surat Pernyataan,
Penerbitan SP2D l-- Rincian
2 |TUP Penyerapan TUP |SPZDTUP
Pencairandan
FPembagian Dana
3 |TUP SPZDTUP DANATUP
Penyusunan SPJ ﬁ Persyarata
10|PTUP | n SP
11 |Verifikasi FTUP Persyaratan SPJ
Penerbitan 3PP -
12 |FTUP SPP FTUP
Penerbitan SPM -
13 |FTUP 3PF FTUP SPM PTUP
Penerbitan SP2D I——.-
14 [FTUP Nihil SPM PTUP SP2D PTUP

Gambar 13. Mekanisme Permintaan Tambahan Uang Persediaan

(TUP) dan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan
(PTUP)

3. Pembayaran Langsung (LS)

Pembayaran Langsung (LS) digunakan untuk pembayaran kepada:
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Aparatur negara,;

Penyedia; dan

Pihak lain, meliputi: perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga
pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi internasional,
dan/atau badan usaha.

Dalam hal pembayaran tidak dapat dilakukan secara langsung

kepada penerima, maka dapat melalui:

a. Bendahara Pengeluaran (dalam hal ini pembayaran honorarium,
perjalanan dinas atas dasar SK dan pembayaran belanja pegawai
kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan/atau pejabat lainnya
setelah mendapat persetujuan dari Kuasa BUN/KPPN); dan

b. Bank/Pos/Lembaga Keuangan Bukan Bank (antara lain untuk
pencairan belanja bansos, belanja bantuan pemerintah).

Lampiran yang dibutuhkan untuk pengajuan SPP LS Bendahara
oleh PPK:

a. Daftar pemotongan pajak yang ditandatangani PPK;

b. Kelengkapan berkas sesuai dengan jenis belanja.

Lampiran yang dibutuhkan untuk pengajuan SPP LS Penyedia oleh

PPK:

a. Referensi Bank/Rekening koran yang menunjukkan nama dan
nomor rekening penyedia barang/jasa;

b. Ringkasan Kontrak dan data supplier; dan

c. Bukti pembayaran/ kuitansi bernomor yang telah ditandatangani

penyedia barang/jasa dan PPK (setuju dibayar).
Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dapat dilihat pada gambar

14 sebagai berikut :
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No | Uraian Kegiatan PJP PPK PPSPM KPPN Penerima Persyaratan| Output |Keterangan

Pelaksanaan &
Penyusunan SPJ -

1 |Kegiatan SPJ

2 [Verifikasi SPJ

‘r
3 |Pembuatan SPP LS ' SPJ SPP

Pembuatan SPM '—

4 (LS SPP SPM

5 |Penerbitan SP2D SPM SP2D & Dana

¥

- Dana LS SPP LS

6 |Penyaluran Dana

Gambar 14. Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

D. KETENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN BERDASARKAN JENIS BELANJA
1. Rapat di Luar Kantor
Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan kegiatan dalam
rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif
dan bersifat koordinatif yang paling kurang melibatkan peserta dari
kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas
dan fungsi, dan atau masyarakat.
Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar
selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor
(fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan
fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
a. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor
menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu
1) kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/
setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/ pertemuan yang

melibatkan pejabat Menteri/ setingkat Menteri;
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2) kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon
1/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan
pejabat eselon 1/eselon II/yang disetarakan; dan

3) kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke
bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan
pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor

menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu

1) Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari
penuh dan menginap.

2) Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling
singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.

3) Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling
singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.

Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk

1 (satu) orang;

- Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar

untuk 2 (dua) orang.

Satuan biaya paket fullboard ini digunakan untuk
penghitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan
akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran
indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat Eselon II ke atas,
dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya
paket fullboard sebagaimana tercantum dalam PMK tentang SBM.

b. Uang Harian Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan

satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian
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kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan

kegiatan fullday/ halfday di luar kota/ di dalam kota kepada peserta

dan panitia kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar

kantor.

2. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah

atasan yang tertuang dalam Surat Tugas.

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang Melewati Batas Kota

Kelengkapan administrasi perjalanan dinas yang melewati batas kota

antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Surat tugas yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya pejabat
setingkat Eselon II;

Kuitansi/rincian Biaya Perjalanan Dinas Rampung dibuat sesuai
format;

Bukti pengeluaran, antara lain: tiket pesawat, boarding pass,
airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi
lainnya, bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi
tempat tujuan Perjalanan Dinas;

Bukti pengeluaran tiket pesawat/tiket moda transportasi lainnya
dan/atau penginapan adalah berupa biaya riil (at cost)*;

Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota
(untuk pejabat negara dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil)
berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan/lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Khusus
sewa kendaraan untuk kegiatan yang bersifat insidentil merupakan
kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan
tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan
efisien.

Melampirkan dokumentasi dan laporan perjalanan dinas yang telah

dilaksanakan; dan
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8) Copy undangan (jika perjalanan dinas biasa untuk menghadiri
undangan).
b. Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri paket meeting (kegiatan
rapat, seminar dan sejenisnya) di luar kantor
Kelengkapan administrasi perjalanan dinas dalam rangka menghadiri
rapat/pertemuan di luar kantor:
1) Surat tugas ditandatangani oleh serendah-rendahnya pejabat
setingkat Eselon II;
2) Daftar bukti pembayaran/daftar nominatif pembayaran transport
dan/atau uang saku;
3) Surat undangan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya
pejabat setingkat Eselon II;
4) Visum/lembar SPD Kolektif.

c. Perjalanan Dinas sampai dengan 8 (delapan) jam (dalam kota):
Kelengkapan administrasi perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan)
jam antara lain:

1) Surat tugas yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya pejabat
setingkat Eselon II;

2) Bukti pembayaran/daftar nominatif pembayaran transport dalam
kota atau bukti pembayaran transport sesuai bukti pengeluaran riil
(at cost);

3) Copy undangan (jika perjalanan dinasnya untuk menghadiri
undangan);

4) Visum/lembar SPD; dan

5) Pembuatan Monitoring Perjalanan Dinas.

3. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke
luar dan/ atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan
di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
Pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan target
kinerja kementerian.

Kementerian dapat mengikutsertakan Pelaksana SPD dari:
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Kementerian negara/lembaga lain; dan/atau
Luar kementerian negara/lembaga

Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan

tugas pergi-pulang diatur sebagai berikut:

lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam
dihitung 1 (satu) hari;

lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh
delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan

lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh

puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari.

Kelengkapan administrasi perjalanan dinas luar negeri:

1.
2.

10.

Surat tugas;

Surat Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau
pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar
negeri;

Visum/lembar SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat
di tempat tujuan yang mengesahkan tiba dan berangkat di tempat
tujuan di luar negeri;

Kuitansi/rincian biaya perjalanan dinas rampung yang dibuat sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
perjalanan dinas;

Fotokopi paspor setelah melakukan perjalanan dinas;

Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, meliputi:
Bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda
transportasi lainnya;

Boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi;

Untuk pengeluaran transport lokal ditempat tujuan perdin LN, dapat
menggunakan Daftar Pengeluaran Riil (jika bukti-bukti at cost tidak
dapat diperoleh).

Kuitansi atau bukti pengeluaran yang sah untuk uang representasi
berikan dan dikuasakan kepada pejabat yg ditugaskan sebagai ketua

misi/delegasi RI yg ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan
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perundang-undangan untuk kepentingan kelancaran tugas misi /
delegasi;

11. Kuitansi atau bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi dapat
dibayarkan dengan ketentuan dalam hal biaya asuransi perjalanan
menjadi satu kesatuan dalam harga tiket moda transportasi; dan

12. Pembuatan monitoring perjalanan dinas

E. KEBIJAKAN KHUSUS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri untuk Tujuan
Jabodetabek Dibayarkan secara Riil (at cost)

Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat
Tujuan dan kepulangan dapat dilakukan dari dan ke selain Tempat
Kedudukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta
dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, paling banyak sebesar estimasi
biaya transportasi dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar
biaya.

2. Taksi Bandara pada Perjalanan Dinas dalam Negeri

Dalam rangka pembayaran biaya transportasi dan/ atau biaya
taksi perjalanan dinas menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun
kedatangan menuju tempat tujuan, kebutuhan transportasinya
dibayarkan secara at-cost (sesuai bukti pengeluaran).

Terkait dengan satuan biaya ini, dalam hal keadaan tertentu
sehingga  pegawai  berangkat dari rumah/tempat  tinggal,
diperkenankan sepanjang masih dalam kota/kabupaten yang sama
dengan lokasi kantor atau masih dalam wilayah Jabodetabek untuk
yang lokasi kantornya di wilayah Jabodetabek dengan besaran
setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM.

3. Sewa kendaraan pada Perjalanan Dinas dalam Negeri
Sewa kendaraan bagi kegiatan yang bersifat insidentil merupakan

kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan
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tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan

efisien.

Catatan:

- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan
pengemudi;

- Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya
ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7
(tujuh) seat;

- Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas
melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150%
(seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda
4 (empat).

Kelengkapan sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil antara lain:

a. Daftar kunjungan atau daftar lokasi/tempat/instansi yang
dikunjungi minimal 3 (tiga) lokasi dalam 1 (satu) hari dalam kota;

b. Surat pernyataan dari penanggungjawab kegiatan yang
menyatakan bahwa kegiatan tersebut:

1) Memiliki mobilitas tinggi;

2) Berskala besar (memiliki kepentingan strategis/bersifat
regional/nasional/internasional/melibatkan eselon I, dsb);

3) Tidak tersedia kendaraan dinas;

4) Telah dilakukan secara selektif dan efisien.

b. Fotocopy STNK dan SIM A pengemudi.

F. MEKANISME REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BELANJA

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan
yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan dokumen sumber yang sama. Hasil rekonsiliasi dituangkan
dalam Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). SHR adalah dokumen yang
menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah
menunjukan hasil yang sama antara data Sistem Akuntansi Umum dan
Sistem Akuntansi Instansi/Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara.
Rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman
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Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara
Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib melakukan rekonsiliasi sebelum
disampaikan kepada wunit akuntansi di atasnya untuk tujuan
penggabungan. Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPA dengan UAKBUN-
D/KPPN setiap bulan kemudian hasil rekonsiliasi yang telah sama antara
UAKPA dengan KPPN akan dituangkan dalam Surat Hasil Rekonsiliasi
(SHR) dengan mencantumkan kode QR Code.

Rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dan KPPN dilaksanakan
menggunakan Aplikasi MonSAKTI yang dapat diakses pada website

https://monsakti.kemenkeu.go.id/. Rekonsiliasi  melalui  Aplikasi

MonSAKTI dilakukan secara otomatis setiap hari berdasarkan data

transaksi yang diinput oleh satker pada Aplikasi SAKTI.

Pada pelaksanaan rekonsiliasi apabila:

1. Masih terdapat selisih data rekonsiliasi, maka dilakukan identifikasi
kemungkinan adanya kesalahan penginputan atau terdapat dokumen
sumber transaksi yang belum dilakukan penginputan pada Aplikasi
SAKTI. Hasil perbaikan/input data pada SAKTI secara otomatis akan
ter-update pada Aplikasi MonSAKTI.

2. Tidak terdapat selisih data rekonsiliasi maka sistem secara otomatis
akan menghasilkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).

3. Terdapat selisih yang disebabkan bukan kesalahan dari satker, maka
satker dapat mengajukan permintaan persetujuan kepada KPPN.

Rekonsiliasi sampai dengan penandatanganan SHR dilaksanakan
secara periodik setiap bulan.

UAKPA yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi dikenakan
sanksi administratif. Indikator pengenaan sanksi adalah apabila sampai
batas akhir jadwal pelaksanaan rekonsiliasi belum mendapatkan
persetujuan atas hasil rekonsiliasi dari KPPN. Pengenaan
sanksi dilaksanakan oleh KPPN dengan mengembalikan SPM yang telah
diajukan oleh UAKPA/satuan kerja. Pengembalian SPM sebagaimana
dimaksud dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS Pihak
Lain, dan SPM Pengembalian.


https://monsakti.kemenkeu.go.id/
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Mekanisme alur Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja dapat dilihat

pada Gambar 15 sebagai berikut:

UAKPA BP PPSPM PPK KPPN Pihak lain
Mulai
< SPM SSPB SP2D SSBP
SSBP
Input
data ke L
Aplikasi [
SAKTI
T Rekon
otomatis
MonSAK
m
Y
Menerbitkan
SHR
/ SHR
Print SHR < berbentuk
ADK
h 4
SHR
Lampiran Menerima SHR
Penduk o & Lampiran
endukung Pendukung

Gambar 15. Mekanisme Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja
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Penjelasan Gambar 19.Mekanisme Rekonsiliasi Pendapatan dan

Belanja, sebagai berikut:

1.

BP melakukan input SP2D, SSPB dan SSBP ke dalam aplikasi
SAKTI;

UAKPA menerima hasil rekonsiliasi secara elektronik dari
MonSAKTI;

jika hasil MonSAKTI menunjukkan data yang sama dengan data
KPPN, UAKPA secara elektronik menerima Surat Hasil
Rekonsiliasi (SHR) dari KPPN;

jika hasil MonSAKTI menunjukkan data yang tidak sama dengan
data KPPN, BP memperbaiki/menginput data;

jika setelah perbaikan/input data baru, hasil MonSAKTI
menunjukkan data yang sama dengan data KPPN, UAKPA secara
elektronik menerima Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) dari KPPN;
dan

sistem akan memberikan status QR Code bahwa SHR siap untuk

diunduh.

G. MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pengadaan Barang/Jasa

merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai

dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa dapat

dilakukan melalui 2 (dua) cara, sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia

meliputi kegiatan persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia,

persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia,

pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Sebelum

pelaksanaan pengadaan, dilakukan analisis dan evaluasi kebutuhan,

serta perencanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa

melalui penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan

pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA.
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Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia,
PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis,
Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. Tim Teknis dibentuk dari
unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu,
memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap
sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Tim/Tenaga
Ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi
masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap
sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim
Pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan
yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja
Pemilihan.

Mekanisme pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 serta Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia.

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia terdiri dari:

a. Pengadaan Barang;

b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
c. Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
d. Pengadaan Jasa Lainnya.
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Tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia

tergambar dalam flowchart pada gambar 17 sebagai berikut:

No. Uraian Kegiatan Reakeans LT Keterangan
g PAIKPA PPK UKPBJ Peisyaiatant Wakiu Outpat "9
Petencanaan pengadaanidealnya disksanakan
i D 1 Renja KILIPD setelah pagu definitf dretapkan dan sebelum tahun
5:;“ PeTENCAAM 2. RKAKLIRKA Pemda 6bln RUP anggatan pelaksanaannya Namun demikian,
Liadoie il 3 DPAIDPA PAKPA dapat mengumumkan FUP selambat-
— lambatnya tanggal 31Mazet tahun anggatan berjalan
Menetapkan dan
N — 1
1 mengumumkan FLP |——L) RUP hati RUP yangtelsh dumumkan
¢ 1 SK Penunjukan FPK Dokumen Peisiapan
., |Melaksanskanpersispan P [— 2.RUP Shai Pengadaan (KAK, Spesifikasi
e pengadaan 3. Draft Spek. TeknislKAK Teknis dan HPS telzh
4, HPSIRAB ditetapkan)
! 1 SK Penunjukan Pokja
2.RUP
3 Meu“':n#y"\‘p: ik D 3, Dokumen Persizpan Shari Dokumen Pemilihan Peryedia
pemithan penyedia Pengadaan (Draft Spek
Teknis/KAK, HPSIRAB)
1 Lapotan Hasi Pemithan
4 Melaksanakan pemdihan 2 Dckumen Pemilian sesuaijadwal  |Penyedia
penyedia D Penyedia pemithan 2 Beita Acara Penetapan
Pemenang
1 Lapotan Hazil Pemilihan 15PPBJ
5 Melaksanakan Penyedia soruingalontid 2 Kontiak
pengelolazn kentrzk 2. Betita Acara Penetapan UsIMasakoniaX! 3 PelsksanaanPekeijaan
Pemenang 4 BAST
Menetima hasi ‘ ® R
6 |pekerisanipengriman D BAST Thai Hasil PekerjaanBarang
= drerima
barang

Gambar 17. Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Penjelasan Gambar 17. Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Melalui Penyedia, sebagai berikut:

1.

PPK menyusun perencanaan pengadaan. Sebelum melaksanakan
pengadaan barang/jasa melalui penyedia, PPK melakukan analisis
dan evaluasi kebutuhan, serta perencanaan pengadaan. Usulan ini
diketahui oleh penanggung jawab program dan penanggung jawab
kegiatan,;

PA/KPA menetapkan dan mengumumkan rencana umum
pengadaan yang telah diinput oleh PPK dalam Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

PPK melaksanakan persiapan pengadaan dengan menyusun
dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya
(RAB), Spesifikasi Teknis dan data pendukung lainnya dari

pengadaan pekerjaan yang akan dilakukan;
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4. UKPBJ melaksanakan pemilihan penyedia. Untuk

pekerjaan/pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan
nominal paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan untuk pekerjaan jasa konsultan dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepala UKPBJ
menugaskan Pejabat Pengadaan. Sedangkan untuk
pekerjaan/pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan
nominal diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
untuk pekerjaan jasa konsultan dengan nilai diatas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepala UKPBJ
menugaskan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan);

PPK melaksanakan pengelolaan kontrak (penandatanganan
kontrak pengadaan barang/jasa, yang meliputi: Finalisasi
Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan penyiapan
Jaminan Pelaksanaan, serta Pelaksanaan Penandatanganan
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; pelaksanaan pekerjaan yang
meliputi : Penyusunan Program Mutu/Rencana Mutu, Pelaksanaan
Pekerjaan, dan Administrasi Kontrak; serta Serah Terima Pekerjaan
yang meliputi : Persiapan Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara
Serah Terima), setelah pemenang pemilihan penyedia ditetapkan
oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja; dan

PA/KPA menerima laporan hasil pelaksanaan kontrak pengadaan
barang/jasa  dari  PPK, untuk  selanjutnya  dilakukan

pencatatan/inventarisasi barang/jasa terkait pemanfaatannya.
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Dokumen proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

URAIAN PELAKU BARANG PEKERJAAN | JASA KONSULTANSI JASA LAINNYA
KEGIATAN | PENGADAAN KONSTRUKSI
Persiapan PPK ID RUP
Spesifikasi Teknis KAK/TOR Spesifikasi Teknis
RAB/HPS
Data dukung
Nota dinas permohonan ke UKPBJ pengadaan dengan mencantumkan metode pengadaan
barang/jasa
Pemilihan Pejabat Pengumuman Tender/Seleksi/Undangan kepada Calon Penyedia
Penyedia Pengadaan/ ”
Pokja Dokumen Pemilihan
pemilihan BA Pemberian Penjelasan
BA Evaluasi Penawaran
BA Klarifikasi dan Negosiasi
Penetapan pemenang
Penawaran | Penyedia Surat Penawaran
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URAIAN PELAKU BARANG PEKERJAAN | JASA KONSULTANSI JASA LAINNYA
KEGIATAN | PENGADAAN KONSTRUKSI
Spesifikasi Teknis Proposal Teknis Spesifikasi Teknis
(Tanggapan KAK dan
Metodologi pekerjaan)
Kualifikasi calon Penyedia

Pengelolaan | PPK Undangan penandatanganan surat pesanan/SPK/Kontrak/Surat Perjanjian
Kontrak

Bentuk
Kontrak *):
Bukti
Pembelian/
Kuitansi/
SPK/ Surat
Perjanjian/
Surat pesanan

Bentuk Kontrak *):
SPK/ Surat Perjanjian

Bentuk Kontrak *):
Bukti Pembelian/ Kuitansi/ SPK/ Surat
Perjanjian/ Surat pesanan

Surat Jalan
/Faktur

Barang

Laporan
Kemajuan
Pekerjaan

Laporan Pekerjaan Laporan Pekerjaan

BA Pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim Teknis (apabila ada) dan BAPP

BA Serah Terima Pekerjaan

Pembayaran

Invoice
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URAIAN PELAKU BARANG PEKERJAAN | JASA KONSULTANSI JASA LAINNYA
KEGIATAN | PENGADAAN KONSTRUKSI
PPK dan 2 Nota pembelian/Kuitansi
Penyedia
3 Surat Permintaan Pembayaran
4 BA Pembayaran
5 E-Faktur *¥)
Serah terima | KPA dan PPK 1 Laporan hasil pengadaan
hasil
pengadaan

Tabel 2. Dokumen Pengadaan Melalui Metode Tender/Seleksi/Tender Cepat/Pengadaan

Langsung/Penunjukan Langsung
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Catatan:
*) Bentuk Kontrak:
a. bukti pembelian/pembayaran untuk pengadaan
barang/jasa lainnya paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah); dan
b. kuitansi untuk pengadaan barang/jasa lainnya paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
SPK untuk:

a. pengadaan jasa konsultansi paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. pengadaan barang/jasa lainnya paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
dan

c. pengadaan  pekerjaan  konstruksi  paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Surat Perjanjian untuk:

a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah); dan

b. pengadaan jasa konsultansi paling sedikit di atas Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Surat pesanan untuk pengadaan barang/jasa melalui e-
purchasing atau pembelian melalui toko daring
**) Dikecualikan bagi penyedia jasa perorangan dan

pengusaha tidak kena pajak (PTKP)
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URAIAN PELAKU BARANG PEKERJAAN JASA JASA LAINNYA
KEGIATAN | PENGADAAN KONSTRUKSI KONSULTANSI
Persiapan PPK 1 ID RUP
2 | Spesifikasi Teknis KAK/TOR Spesifikasi Teknis
3 RAB/HPS
4 Data dukung
S Nota dinas permohonan ke UKPBJ pengadaan dengan mencantumkan metode pengadaan
barang/jasa
Pemilihan PPK/Pejabat | 1 Melalui aplikasi SPSE (fitur aplikasi e-procurement lainnya) *¥)
Penyedia Pengadaan *)
2 Cetak detail paket
Penawaran | Penyedia 1 Informasi paket dalam e-katalog atau toko daring
Pengelolaan | PPK 1 Surat Pesanan **¥)
Kontrak
2 Surat Laporan Laporan Laporan Pekerjaan
Jalan Kemajuan Pekerjaan
/Faktur Pekerjaan
Barang
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URAIAN PELAKU BARANG PEKERJAAN JASA JASA LAINNYA
KEGIATAN | PENGADAAN KONSTRUKSI KONSULTANSI

3 BA Pemeriksaan Pekerjaan ****)
4 BA Serah Terima Pekerjaan ****)

Pembayaran | PPK dan 1 Invoice

Penyedia

2 Nota Pembelian/Kuitansi
3 Surat Permintaan Pembayaran
4 BA Pembayaran
5 E-Faktur ****¥)

Serah KPA dan PPK | 1 Laporan Hasil Pengadaan

terima hasil

pengadaan

Tabel 3. Dokumen Pengadaan Melalui Metode E-Purchasing (E-Katalog dan Toko Daring)




Catatan:

%)

**)

***)

****)

*****)
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PPK melaksanakan pemilihan melalui e-purchasing di
atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan melalui e-
purchasing sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah)

Pemilihan barang/jasa, evaluasi, klarifikasi, dan
negosiasi dilakukan di dalam aplikasi SPSE;

Surat Pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa
melalui e-purchasing atau pembelian melalui toko daring.
Untuk nominal diatas Rp 200.000.000,- dapat dilengkapi
dengan Surat Perjanjian (apabila diperlukan);

Tidak diperlukan untuk toko daring; dan

Dikecualikan bagi penyedia jasa perorangan dan

pengusaha tidak kena pajak (PTKP)
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H. MEKANISME PENCAIRAN GUP/PTUP DENGAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu

kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan dan

kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja

modal. KKP perjalanan dinas jabatan dapat digunakan untuk

komponen pembayaran biaya transportasi, penginapan, dan/atau

sewa kendaraan dalam kota. Sementara KKP keperluan belanja

operasional dapat digunakan untuk keperluan:

1.

belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan
perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja
penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional
lainnya;

belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan
belanja barang non operasional lainnya;

belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang
persediaan barang konsumsi;

belanja sewa;

belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan
pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan lainnya;

belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja
pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja bahan bakar minyak
dan pelumas dan pelumas khusus non pertamina, belanja barang
persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;

belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang
persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan
lainnya; dan/atau

belanja modal.

Pembayaran yang dimaksud dari angka 1 s.d 8 dilakukan dengan

nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

atau sebesar limit yang tersedia.
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Penyesuaian limit KKP dapat dilakukan oleh masing-masing unit

sesuai kebutuhan belanja. Mekanisme alur Permintaan GUP/PTUP

dengan kartu kredit pemerintah (KKP) dapat dilihat pada Gambar 22

sebagai berikut:

PEMEGANG

VERIFIKA-

PENERBITAN
SP2D GU
+
PENCAIRAN DAN < SP2D
it 1l KKP

KKP BPP PPK TOR PPSPM BP KPPN BANK
MULAI
TRANSAKSI
DENGAM KKP
BUKTI
TRAMSAKSI e—BJHrng
PENGUMPULAN
BUKTI
TRAMNSAKSI| SPJ
SPJ Pengujian 4@
—.___/'__
PEMYUSUNAN
DPT DAN
PENGAJUAN
T SPEY
-
| |SPJ (+DPT dan
SFBy)
Y L
PENGESAHAN
SPBy
3
PEMYUSUMAN
SPJ | |,|sPTe. DRPP DAN| ¢
(+SPBy) sPP T
¥
SPP GUP KKP Verifikasi
+dok. pendukung
"-—_/-'__'_
Y PENERBITAN
—» SPM GU KKP
5PM GU KKP Verifikasi
"-—_/'__'_

PROSES
FPEMBAYARAN

A 4

MENGEANDAKAN

TAGIHAN

BUKTI

BUKTI PELUNASAN |4

BUKTI
PELUMASAN DAN

SALINAN BUKTI
PELUMNASAN

SALINAN

PELUNASAN

Uh

Gambar 18. Mekanisme Permintaan GUP/PTUP dengan kartu kredit
pemerintah (KKP)
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Penjelasan Gambar 18. Mekanisme Permintaan GUP/PTUP dengan
Kartu Kredit Pemerintah (KKP), sebagai berikut:

1.
2.

Pemegang KKP melakukan transaksi menggunakan KKP.
Pemegang KKP mengumpulkan bukti transaksi untuk
penyusunan SPJ.

Antara lain:

a. untuk belanja operasional dan belanja modal: e-billing, bukti-
bukti pengeluaran, daftar pengeluaran riil kegiatan
operasional dengan kartu kredit pemerintah, dan dokumen
pengadaan barang/jasa (transaksi dengan nilai di atas Rp
10.000.000 hingga Rp 50.000.000); dan

b. untuk belanja perjalanan dinas jabatan: e-billing, bukti-bukti
pengeluaran (bukti penginapan; bukti transportasi; dan/atau
bukti sewa kendaraan dalam kota); daftar pengeluaran riil
kegiatan perjalanan dinas dengan kartu kredit pemerintah;
Surat Tugas; dan Salinan SPPD.

Pemegang KKP menyampaikan SPJ kepada PPK atas transaksi

penggunaan KKP.

PPK melakukan pengujian terhadap SPJ KKP perihal kesesuaian

penggunaan dengan peraturan.

apabila dokumen SPJ kurang lengkap, maka SPJ dikembalikan

kepada Pemegang KKP untuk diperbaiki.

apabila ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan

penggunaan KKP maka PPK menerbitkan Surat Pemberitahuan

Penolakan kepada Pemegang KKP dan diteruskan kepada KPA.

Pemegang KKP diberi kewajiban untuk menanggung transaksi

tersebut secara pribadi. KPA menerbitkan Surat Peringatan

berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan. Surat Peringatan
dikirimkan kepada Pemegang KKP.

PPK membuat DPT atas transaksi penggunaan KKP yang telah

diuji kesesuaiannya.

PPK mengajukan SPBy untuk kemudian disampaikan kepada BP

dengan melampirkan:
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11.

12.
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a. untuk belanja operasional dan belanja modal: DPT, e-billing,
bukti-bukti pengeluaran, daftar pengeluaran riil kegiatan
operasional dengan kartu kredit pemerintah, dan dokumen
pengadaan barang/jasa (transaksi dengan nilai di atas Rp
10.000.000 hingga Rp 200.000.000, dokumen pengadaan
dapat dilihat dalam sub bagian 4.15 mekanisme pengadaan
barang dan jasa); dan

b. untuk belanja perjalanan dinas jabatan: DPT, e-billing, bukti-
bukti pengeluaran (bukti penginapan; bukti transportasi;
dan/atau bukti sewa kendaraan dalam kota); daftar
pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas dengan kartu
kredit pemerintah; Surat Tugas; dan Salinan SPPD.

BP melakukan verifikasi SPJ. Apabila ditemukan kesalahan

dalam SPJ maka SPJ dikembalikan kepada PPK untuk

diperbaiki;

apabila tidak ditemukan kesalahan dalam SPJ maka BP

melakukan pengesahan SPBy;

PPK membuat SPP kemudian menyampaikan kepada PPSPM

dengan melampirkan :

a. untuk belanja operasional dan belanja modal; SPBy; DPT; e-
billing, bukti-bukti pengeluaran; Daftar pengeluaran riil
kegiatan operasional dengan kartu kredit pemerintah; dan
Dokumen pengadaan barang/jasa (transaksi dengan nilai di
atas Rp 10.000.000, dapat dilihat dalam sub bagian 4.15
mekanisme pengadaan barang dan jasa); dan

b. untuk belanja perjalanan dinas jabatan: Daftar Nominatif;
SPBy; DPT; e-billing, bukti-bukti pengeluaran (bukti
penginapan; bukti transportasi; dan/atau bukti sewa
kendaraan dalam kota); daftar pengeluaran riil kegiatan
perjalanan dinas dengan kartu kredit pemerintah; Surat
Tugas; dan Salinan SPPD;

PPSPM dibantu verifikator melakukan verifikasi terhadap SPP

GUP KKP yang disampaikan PPK;
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14.

15.

16.

17.
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apabila diajukan dan dinyatakan belum lengkap, PPSPM
dan/atau verifikator mengembalikan SPP GUP KKP untuk
dilengkapi dan/atau memerlukan perbaikan kepada PPK;
PPSPM menerbitkan dan menyampaikan SPM untuk SPP GUP
KKP yang telah lengkap dan tidak ada perbaikan ke KPPN;

KPPN menerbitkan SP2D GUP KKP;

Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dan pendebitan
atas pembayaran tagihan kartu kredit dan menerima bukti
pelunasan dari bank; dan

Bendahara Pengeluaran menggandakan bukti pelunasan dan

membagikan salinan bukti pelunasan kepada BP.

Catatan:

1.

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah e-billing diterima dari
Bank, pemegang kartu kredit membuat Daftar Pengeluaran Riil
(DPR) dengan dilampiri bukti transaksi menggunakan kartu
kredit dan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT);

PPK melakukan pengujian SPJ dan penerbitan SPBy maksimal 2
(dua) hari kerja setelah DPT ditetapkan;

SPM GU/UP/TUP/UP Nihil KKP disampaikan paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah tanggal SPM; dan

Bendahara  Pengeluaran melakukan  pendebetan  atas
pembayaran tagihan kartu kredit paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah SP2D.

Keterangan:

Daftar pengeluaran riil kegiatan operasional dengan kartu kredit
pemerintah sesuai ketentuan pada Lampiran 18.

Daftar pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas dengan kartu
kredit pemerintah sesuai ketentuan pada Lampiran 19.

DPT (Daftar Pembayaran Tagihan) sesuai ketentuan pada
Lampiran 15.

Surat Pemberitahuan Penolakan sesuai ketentuan pada

Lampiran 16.
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PELAPORAN DAN MONITORING REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting
untuk mengetahui kinerja APBN suatu lembaga negara adalah dengan
mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran.
Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat
mencerminkan berjalannya tugas dan fungsi serta kinerja Kemenko
PMK. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran ini, maka perlu
dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan
anggaran.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertugas
mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya dalam mencapai
sasaran program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Sebagai identifikasi awal, rendahnya penyerapan anggaran
mengindikasikan adanya permasalahan baik dari sisi teknis maupun
kebijakan. Hal ini menjadi landasan akan perlunya kegiatan Pelaporan
dan Monitoring Realisasi Anggaran sehingga dapat diketahui
permasalahannya serta sekaligus mampu memberikan rekomendasi
untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi.

Mekanisme alur Pelaporan dan Monitoring Realisasi Anggaran

dapat dilihat pada Gambar 19 dibawah ini:
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PELAPORAN DAN MONITORING REALISASI ANGGARAN

PELAPORAN DAN MONITORING REALISASI ANGGARAN

MENYIMPAN
LAPORAN
REALISASI DAN
PENGELOLAAN
up

PPK SESDEP BIRO UMUM DAN SDM SESMENKO PMK
MULAI
4
MENYUSUN
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PER 2
MINGGU DAN
LAPORAN
PENGELOLAAN
UANG PERSEDIAAN
y
LAPORAN REALISASI LAPORAN REALISASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PER 2 ANGGARAN PER 2 ANGGARAN PER 2
MINGGU DAN MINGGU DAN MINGGU DAN
LAPORAN p|  LAPORAN p|  LAPORAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN
UANG PERSEDIAAN UANG PERSEDIAAN UANG PERSEDIAAN
MEREKAPITULASI
MENYIMPAN MENYIMPAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PER 2
LAPORAN LAPORAN MINGGU DAN
REALISASI DAN REALISASI DAN LAPORAN
PENGEU LFE)LAAN PENGEULF?LAAN PENGELOLAAN
UANG PERSEDIAAN
SETIAP SATKER
v
REKAPITULASI REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PER 2 ANGGARAN PER 2
MINGGU DAN .| MminGGUDAN
LAPORAN LAPORAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
UANG PERSEDIAAN UANG PERSEDIAAN

SELESAI

Gambar 19. Mekanisme Alur Pelaporan dan Monitoring Realisasi

Anggaran
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Penjelasan Gambar 19. Mekanisme Alur Pelaporan dan Monitoring

Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

1.

Setiap satu minggu sekali, Operator Pelaporan menyusun laporan
realisasi anggaran untuk disampaikan kepada Sesdep/KPA dan
Biro Umum dan SDM;

Biro Umum dan SDM menerima laporan realisasi anggaran dari
setiap Operator Pelaporan pada masing-masing satker untuk
kemudian dilakukan kompilasi dan dilaporkan ke Seskemenko
PMK; dan

Operator Pelaporan, Sesdep/KPA, dan Biro Umum dan SDM
menyimpan file laporan realisasi anggaran baik dalam bentuk
hard file maupun soft file untuk digunakan sebagai bahan

monitoring keuangan.
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BAB V
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

A. MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED,
AUDITED, TRIWULAN I, SEMESTER I DAN TRIWULAN III)

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Pengertian dari LKKL
adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negarayang disusun oleh Kementerian/Lembaga
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE)dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) yang disertai dengan pernyataan telah direviu yang
ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan
pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai Pengguna Anggaran. LKKL merupakan konsolidasi
laporan keuangan dari setiap Satuan Kerja (SATKER) dalam lingkup
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. LKKL diterbitkan setiap
triwulan, semester, dan tahunan.

LKKL disampaikan kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dirjen Perbendaharaan dan setiap
tahunnya akan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI).

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan ke Kementerian Keuangan
adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Triwulan [ disampaikan ke Kementerian
Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran berjalan;

2. Laporan Keuangan Semester I disampaikan ke Kementerian
Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan;

3. Laporan Keuangan Triwulan III disampaikan ke Kementerian
Keuangan paling lambat tanggal 31 Oktober tahun anggaran

berjalan;
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4. Laporan Keuangan Tahunan Unaudited disampaikan ke
Kementerian Keuangan paling lambat akhir Februari setelah tahun
anggaran berakhir; dan

5. Laporan Keuangan Tahunan Audited disampaikan ke Kementerian
Keuangan paling lambat sesuai kesepakatan antara Pemerintah
dengan BPK RI.

Dalam hal tanggal-tanggal tersebut merupakan hari libur/hari besar,

maka Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari

kerja sebelumnya.

Bagian Keuangan (UAPA) SATKER (UAKPA) Kementerian Keuangan

LK Setiap Periode

Proses Penyl_,lsunan (Tahunan, Triwulan,
LK Kementerian dan Semesteran)
Reviu

v

Memeriksa dan
> Menerima LK
kementerian

LK Kementerian
Harcopy

LK Kementerian

bentuk Soft File

yang tersimpan
dalam CD

v

Tanda Terima LK
dari Kemekeu

Tanda Terima LK
- dari Kemenkeu

File / Selesai

Phase

Gambar 20. Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan (Unaudited,

Audited, Semester I dan Triwulan III)

Penjelasan Gambar 24. Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan

(Unaudited, Audited, Semester I dan Triwulan III), sebagai berikut:

1. membuat Laporan Keuangan tingkat UAPA menerima Laporan
Keuangan dari setiap satker (UAKPA) untuk masing-masing periode;

2. Pembuat Laporan Keuangan tingkat UAPA melakukan penyusunan

Laporan Keuangan K/L;



- 95 .-

3. Pembuat Laporan Keuangan tingkat UAPA menyampaikan Laporan
Keuangan K/L dalam bentuk softcopy kepada Kemenkeu; dan

4. Pembuat Laporan Keuangan tingkat UAPA menerima tanda terima
penyerahan Laporan Keuangan K/L dari Kemenkeu untuk masing-

masing periode.

B. MEKANISME PELAPORAN PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata
Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta
Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Bagi Instansi Pemerintah.

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu
sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya
terutang (dalam hal ini pembayaran dari pemotong atau pemungut
tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan).
Satker di lingkungan Kemenko Bidang PMK sebagai Wajib Pajak Instansi
Pemerintah wajib melaporkan pemotongan dan/ atau pemungutan serta
penyetoran pajak yang dilakukan dalam satu Masa Pajak ke KPP tempat
Instansi Pemerintah terdaftar.

Jenis pelaporan pajak/SPT Masa Pajak (bulanan) yang wajib
disampaikan ke KPP oleh BP/BPP di lingkungan Kemenko Bidang PMK,
antara lain: SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa Unifikasi bagi Instansi
Pemerintah. SPT Masa unifikasi bagi Instansi Pemerintah, yaitu Surat
Pemberitahuan Masa pemotongan dan/ atau pemungutan pajak atas
belanja pemerintah, untuk kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2),
PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dilakukan paling lama 20

(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Mekanisme alur pelaporan
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pajak/SPT Masa Pajak (bulanan) yang wajib disampaikan ke KPP oleh
BP/BPP di lingkungan Kemenko Bid. PMK dapat dilihat pada Gambar 25

sebagai berikut:

Pelaporan Pajak SPT Masa
BP / BPP / PPABP/

2 . Bagian Keuangan KPP Kemenkeu
KPPN / Pihak Ketiga & &
SSP »| Menyusun SPT
Masa Pajak
SPT Masa Pajzk > Memeriksa dan
Menerima SPT Masa

Tanda Terima SPT
Masa

File / Selesai

Tanda Terima SPT
Masa

Gambar 20. Mekanisme Pelaporan Pajak SPT Masa (Bulanan)

Penjelasan Gambar 20. Mekanisme Pelaporan Pajak SPT Masa (Bulanan),

sebagai berikut:

1. Personil pelaporan perpajakan Satker menerima bukti setoran pajak
(SSP/Bukti Setoran Penerimaan Negara) dari BP / BPP / PPABP /
KPPN / Pihak lainnya atas pembayaran beban APBN DIPA Satker di
lingkungan Kemenko bidang PMK;
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Personil pelaporan perpajakan Satker menyusun SPT Masa Pajak;
Personil pelaporan perpajakan Satker menyampaikan Laporan SPT
Masa Pajak ke KPP; dan

4. Personil pelaporan perpajakan Satker menerima tanda terima

penyerahan Laporan SPT Masa Pajak dari KPP.

C. PENERBITAN BUKTI POTONG PAJAK 1721-A1 DAN/ATAU A2 UNTUK
PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI (PNS DAN PPNPN)

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu
sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya
terutang (dalam hal ini termasuk atas pajak orang pribadi dari masing-
masing PNS dan PPNPN yang dilaporkan secara tahunan).

Keterangan :

Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00
(seratus ribu rupiah).

Adapun mekanisme alur Penerbitan Bukti Potong Pajak 1721-Al
(untuk PPNPN) dan/atau A2 (untuk PNS) dapat dilihat pada Gambar 21

sebagai berikut:
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Bagian Keuangan (Pengelola Pelaporan

Bendahara Pengeluaran

Pegawai Negeri/PPNPN

Phase

Perpajakan)
Mengisi dan
menerbitkan Form |« Ssp
1721 A2/A1
v
Draft Formulir 1721- Memeriksa dan
A1/A2 > Menandatangani
Formulir 1721 A2/
. AL
A
Formulir 1721-A1/ Formulir 1721-A1/
A2 Final < A2 Final

T

Formulir 1721-A1/
A2 Final

Selesai

Gambar 21. Mekanisme Penerbitan Bukti Potong Pajak 1721-A1
dan/atau A2

Penjelasan Gambar 26. Mekanisme Penerbitan Bukti Potong Pajak 1721-

Al dan/atau A2, sebagai berikut:

1.

Pengelola Pelaporan Perpajakan menerbitkan Bukti Potong Pajak

1721-A1 dan/atau A2;

Bendahara Pengeluaran memeriksa dan menandatangani Bukti

Potong Pajak 1721-A1 dan/atau A2;

Pengelola Pelaporan Perpajakan menyampaikan Bukti Potong Pajak

1721-A1 dan/atau A2 kepada para pegawai; dan

Para Pegawai menerima Bukti Potong Pajak 1721-A1 atau A2.
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D. MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
BENDAHARA PENGELUARAN (BP) DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU (BPP)

1. LPJ Bendahara Pengeluaran
LPJ Bendahara Pengeluaran adalah laporan setiap bulan yang
dibuat oleh bendahara pengeluaran (BP) atas uang/surat berharga
yang dikelolanya.
LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran dan KPA atau PPK atas nama KPA.
Bendahara Pengeluaran pada satker wajib menyampaikan LPJ
kepada:
1) KPPN selaku Kuasa BUN;
2) Menteri/pimpinan lembaga; dan
3) Badan Pemeriksa Keuangan.
LPJ Bendahara yang disampaikan kepada KPPN meliputi:
1) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
2) Hasil Pemeriksaan Kas;
3) Daftar Rincian Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran;
4) Rekening Koran; dan
5) Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan dari KPPN (apabila ada
setoran penerimaan).

Penyampaian LPJ Bendahara sebagaimana  dimaksud
dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, penyampaian
LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada hari kerja

sebelumnya.

2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu
(LPJ-BPP)
LPJ-BPP adalah laporan yang dibuat oleh BPP atas uang yang
dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. BPP
wajib menyusun LPJ-BPP setiap bulan atas uang/surat berharga

yang dikelolanya.
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LPJ-BPP ditandatangani oleh BPP dan PPK serta disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja bulan berikutnya dengan dilampiri salinan rekening koran
serta bukti setor pajak untuk bulan berkenaan.

Adapun mekanisme alur Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran (BP) dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dapat dilihat pada gambar
22 sebagai berikut:

BPP BP KPPN

Menyususun LPJ

v

LPJ BPP

\_/_\

Merekapitulasi
semua LPJ BPP

A 4

LPJ BP o

P Mengesahkan LPJ BP

A 4

Menerima LPJ BP LPJ BP yang telah
N disahkan KPPN

yang telah disahkan [«

KPPN

A 4

( Selesai )

Phase

Gambar 22. Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu (BPP)
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Penjelasan Gambar 22. Mekanisme Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran (BP) dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu, sebagai berikut:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

BPP Unit Kerja menyusun dan menyampaikan LPJ serta bukti
setor pajak pada setiap awal bulan kepada BP;

BP merekapitulasi semua LPJ BPP dan bukti setor pajak;

BP mengirimkan rekapan setoran pajak kepada KPPN;

KPPN mengkonfirmasi rekapan setoran pajak dari satker;

KPPN mengirimkan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara kepada
satker;

BP mengkompilasi nota konfirmasi dengan LPJ;

BP menyampaikan LPJ lengkap (ADK dan softcopy) satker
kepada KPPN melalui Aplikasi SPRINT paling lambat tanggal 10
(sepuluh) setiap bulan; dan

KPPN mengesahkan LPJ BP.
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BAB VI
PENUTUP

Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan DIPA Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini disusun agar semua
pengelola DIPA baik Kepala Satker (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Penandatangan SPM, para Bendahara maupun Pejabat/Staf
terkait mengetahuinya.

Dengan disusunnya Petunjuk Teknis Pengelolaan DIPA Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini
diharapkan agar terdapat kesamaan persepsi dan kesatuan langkah para
Pengelola DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
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SURAT PERNYATAAN PPK TENTANG PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

SURAT PERNYATAAN
Nomor : XXXXXX

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.999.999.999,00
(dengan huruf ), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

2. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

3. Satuan Kerja T R———— (XxXXXXX)
4;. Kementerian Negata/LEmbaRA: 3. ucussursmssossuscsmssssnsssasssavas (xxx)

5. Unit Organisasi L —_— (xx)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan
operasional sehari-hari satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang
menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung
(LS);

2. Apabila dalam 3 (tiga) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian
(revolving) UP, maka bersedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari UP yang diterima.

3. Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk
memotong atau menyetorkan UP sebesar 25% (dua puluh lima persen) belum
dilaksanakan, maka bersedia memotong atau menyetorkan 50% (lima puluh persen) dari
UP yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Lampiran 1. Surat pernyataan dari PPK
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FORMAT SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : ...Nomor: .......

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar
melakukan pembayaran sejumiah :

¢ N

(*** DH ***)

Kepada i e a0 30 555 D D 5 S M A g SV Ho IR G PRS0 G5 O ARE

R PO I B I = -3 G e G e R B o B G R B S S B R i e

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian B S it St

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ T P o
(bukti lainnya)

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK © ...........ccocevieeeenee.

Kode SRR IRENAENGS

Setujullunas dibayar, tanggal ....... Difarirna tanggal o080 SIS R Il Qi el
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Penerima Uang/ Uang Muka Kerja Pejabat Pembuat Komitman

Nama Jelas Nama Jelas

NIP/NRP NIPINRP. e i

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Lampiran 2. Surat Perintah Bayar (SPBy)
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RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor

Tanggal
No. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
S.
6.
s
8.
JUMLAH : Rp
Terbilang
................. tanggal, bulan, tahun
Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar
RO e cbeoanesociiaransr e o4 o e N L - .
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
b A ) O R R )
NIP NIP
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah 36 24 s CHNMTNIN YOI
Yang telah dibayar semula SRP G iiravenaritvasevnsicsa
Sisa kurang/lebih 3 L

Lampiran 3. Kuitansi/Rincian Biaya Perjalanan Dinas Rampung
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Berangkat dari
(Tempat Kedudukan)

Ke
Pada Tanggal
Kepala
B 1A A A A A A R R R B AREAAR A )
NIP
IL. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
b e R R R e RS R R S )
NIP NIP
1. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
ficicisnnneniasnasasnsnsnsn ssnnnsusnansov s asasis (et ete ettt et )
NIP NIP
IV.  Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
T R A b S B S )
NIP NIP
V. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
S L0 .. B——. )
NIP NIP
VL.  Tiba di Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
(Tempat Kedudukan) tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk
Pada Tanggal kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya.
Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen
st e T R A G sassni s )
NIP NIP
VII.  Catatan Lain-Lain
VIII. PERHATIAN :

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan
tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-
peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan

kealpaannya.

Lampiran 4. Visum/Lembar SPD
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Kementerian Negara/Lembaga:

Lembar Ke
Kode No
Nomor

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

—

Pejabat Pembuat Komitmen

(V]

Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan

perjalanan dinas

3 a. Pangkat dan Golongan a.
b. Jabatan/Instansi b.
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas C.
4 | Maksud Perjalanan Dinas
5 | Alat angkutan vang dipergunakan
6 | a. Tempat berangkat a.
b. Tempat Tujuan b.
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali/tiba di c.
tempat baru *)
8 | Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan
2.
3.
T
S.
9 | Pembebanan Anggaran
a. Instansi a.
b. Akun b.
10 | Keterangan lain-lain

coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen

Lampiran 5. Surat Perjalanan Dinas




- 108 -

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
NIP
Jabatan

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.......... tanggal ............ , dengan ini kami
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh
bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No Uraian Jumlah

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,
kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui/Menyetujui: , tanggal, bulan, tahun
Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana SPD,
INEE " oo M s SR NP oo umsmssmsmssmusmes s

Lampiran 6. Daftar Pengeluaran Riil
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Daftar Pembayaran Uang Harian Halfday /Fullday/Fullboard
Dalam Rangka ..........

Sedsudiboyer,

PPKUngcw ...

[NE.

LunosDboyor

P Lingleup ...... -
RP Ungop PembuatDofior,

(NP

Lampiran 7. Daftar Bukti Pembayaran/Daftar

Nominatif pembayaran honorarium rapat
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KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama PR SRRSO SN £ IO PP ORI PR TR0 AR {3)

Jabatan P T OVE SR LI O rt U Py SR PRy e s (4)
Satuan Kerja B eiliisyon s eesal ST AR L I U besvats (5)
Kementerian Negara/Lembaga Qi el AR A KA AN (6)
Unit Organisasi PP T O NIt Ao 8y Ry FITR P PPt Vo 7

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas di  kantor satuan  kerja
............. (8).....c..... tidak mencukupi untuk menyelenggarakan ............ (9 ooiiiiiin,
schingga ............ ¢ 1+ ROPRRSIUS dimaksud dilaksanakan di luar kantor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan scbenarnya dan  apabila

dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab
penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

5, N nad)

Lampiran 8. Surat Pernyataan Bahwa Fasilitas Di Kantor Tidak

Mencukupi Dari Penanggungjawab Kegiatan
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KUITANSI PEMBAYARAN UP *)

TA 1 (1)
Nomor Bukti 1 (2)
Mata Anggaran 1 (3)
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari  : Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen

Satker 4).......cccceuue.

Jumlah uang

Terbilang
Untuk pembayaran ......(7)ccc
Tempat/Tgl.(8)
Jabatan Penerima Uang
Tanda tangan dan Stempel
(9)
Nama Jelas
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,, lunas dibayar Tgl. ...
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Tanda tangan Tanda tangan
(10) (Nama Jelas) (11) (Nama Jelas)
NIP/NRP. NIP/NRP

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

T.Tangan

(12) (Nama Jelas)
NIP/NRP

Lampiran 9. Bukti Pengeluaran UP Menggunakan Kuitansi
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Contoh Rincian Permintaan TUP ke......... T.A.20XX
BPPEMPKUD «ovemessnssmnssmmssmsmnsonsisns

Uraian Progran/Keg/Output/Sub Permintaan TUP Sisa Dana MAK Yg|  Sisa Dana
Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail [ Volume | Hrg Satuan| Jumlah dimintakan TUP [ Setelah TUP

Kode

Contoh_Pengisian:

2531.001 |Dokumen Perencanaan Program & Anggaran
2531.001.001|Dokumen Program

[ on Penyusunan RKT 2013 Kemenko Kesra
A Penyusunan RKT 2011 Kemenko Kesra
521119  |Belanja Barang Operasional Lainnya : 26,600,000 79,800,000 53,200,000
paket Full Board dalam kota (20 orgx | klx | hr) 20 OH 490,000 9,800,000
uang Harian (20 orgx | klx 2 hr) 40 OH 270,000 10,800,000
transport (20 org x 1 kl) 20 OK 300,000 6,000,000
C o2 Penyusunan penetapan Kinerja Kemenko Kesra 2010
B Penyusunan penetapan kinerja Kemenko Kesra 2010
521119  |Belanja Barang Operasional Lainnya : 24,000,000 48,000,000 24,000,000
paket Full Day dalam kota (40 orgx 1 klx 1 hr) 40 OH 330,000 13,200,000
uang Harian (40 orgx | klx 1 hr) 40 OH 160,000 6.400,000
transport (40 org x 1 kl) 40 OK 110,000 4,400,000

JUMLAH PERMINTAAN TUP Ke......cvvu. 50,600,000
Menyetujui, Jakarta, 2013
PPK Lingkup ......ccocvuveee BPP Lingkup......cc.cuuvns
AP . ———.. ) I . S — )

Lampiran 10. Daftar Rincian Rencana Penggunaan TUP
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SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN TUP

Nomor : SRR ssnnnnn B L Sesannnn

Sehubungan dengan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang kami ajukan
sebesar Rp.......ccccceeceeeeees [ ursssiavamasientonpennniisnininyinoinniusnsvavissin e ), yang
bertandatangan dibawah ini :

1. Nama T RS G S S R e et
2. Jabatan s EEI LENNEIEIDD ook sonsh ssmmie winssaviniirnionsess

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dana TUP yang kami ajukan hanya akan dipergunakan untuk
membiayai kegiatan mendesak yang tidak dapat dibiayai dari dana UP
yaitu untuk pelaksanaan kegiatan ................cccoo.... yang akan
dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada periode tanggal ........ T S
sebagaimana jadwal pelaksanaan kegiatan terlampir.

2. Bersedia untuk segera mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah
selesai dilaksanakan secara bertahap hingga selesai seluruhnya paling
lambat tanggal tanpa harus menunggu kegiatan selesai
dilaksanakan seluruhnya.

3. Apabila sampai dengan tanggal ..................... SPJ-GU Nihil ada yang
belum disampaikan ke Bagian Keuangan, maka dana TUP yang belum

disampaikan pertanggungjawabannya tersebut, akan kami kembalikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk disetorkan kembali ke rekening

kas negara.

4. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pada angka 2 kami
belum dapat mempertanggungjawabkan penggunaan seluruh dana
TUP dimaksud, yang mengakibatkan Satker Kemenko Kesra mendapat

teguran dari KPPN Jakarta I, maka kami bersedia untuk menerima
surat peringatan dari KPA scbagai konsekuensi dari kelalaian kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

T oo i s A

Lampiran 11. Surat Pernyataan Pengajuan TUP dari PPK
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BN ssevmsessirsomissismssnaassins
No. Nama Jabatan dalam Tim Jabatan dalam Instansi Honor bulan....s/d.... =(...bulan) Pajak Diterima TANDA TANGAN
b TR IR comispnasatune o (- EER—— ;P R— 2 sy s dst
JUMLAH Rp -|rRp -|rRp
Jakara;: s
Setuju Dibayar Lunas Dibayar tgl Pembuat Daftar,
Pejabat Pembuat Komitmen BPP Lingkup..........ccoueue
S | ) (AT ) (ecosionssorssnssinmniinssssensonid )
Lampiran 12. Contoh Daftar Nominatif Pembayaran Perhitungan
Honorarium
NOMINATIF LS DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PPK Lingkup
Eselon/| Tgl . Lama - " Air Port =
No | Nama ol |Beranghat TolPulang | Tujuan Pl Representatif Uang Harian Tiket T Hotel Tiket | PengelRiil | Total
g W | X CRRRTI X R o X oemmn 5 sl b onasss
ol 0000000 |l 000000000 el 00 e s b e ) 0 sl e ] e | wew
Setuju Dibayar Lunas Dibayar tgl

Pejabat Pembuat Komitmen

BPP Lingkup

Lampiran 13. Contoh Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Dalam Negeri
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KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

TA :(1)
NomorBukti :(2)
Mata Anggaran :(3)

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker .....(8)..cccciciiiiias
Jumlah uang SRpLaaz (B iy
Terbilang PP OROd RO R R I A S
untuk pembayaran : (7) .........................................
a.n.Kuasa Pengguna Anggaran Tempat/Tgl.(8)
Pejabat Pembuat Komitmen Jabatan Penerima Uang
T.Tangan dan stempel Tanda tangan
(10) (9)
(Nr::;r’:;flas) Nama Jelas

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

T.Tangan

(11) (Nama Jelas)
NIP/NRP

Lampiran 14. Kuitansi Pembayaran Langsung
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KOP SURAT
SATUAN KERJA

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

BANK ........ (1)
Pembebanan Angg Jarplaf
embe Aaran
Nomor Jenis Rincian Eembava
No. Nama Kartu Kredit | Belanja | Pengelua Kod. ran
Pemerintah | Barang ran Kode Kode I{om‘;’aoflen Uraian (dalam
Kegiatan | Output i Al Akun rupiah)
- (2).. - 03).. .(4).. .- [5)-- ..16).. (7). ..(8].. ..(9].. ..(10).. f11)..
Biaya
Materai®)
Total ..(12)..
........ (1 C ) IR i T ) I,

Pejabat Pembuat Komitmen,

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH

MOy URALAN

(1) Disi dengan nama Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintabs.

=) Diisi dengan nomor wuruat.

(3] Disi dengan nama lengkap Pemegang Kartu Kredit Pemerintakbh .

<) Dii=si dengan nomor Kartuu Kredit Pemerintakb

(=) Diisi dengan jenis belanja barang operasional atau belanja barang
non operasional atau belanja barang persediaan atau belanja sewa

atau belanja pemelibaraan atau belanja modal dengan nilai belanja
paling banyak RpSO.000.000 (Hma pulubh juta rupiah) atau belanjga
barang perjalanan dinas jabatarn.

=) Diisi dengan rincian pengeluaran ftransaksi yvang dibayarkan dengan
Kartu Kredit Pemerintals.
* U rntualke Biava Materad, apabil=a masulks dalarn Tagihan

fe-biltingl/Daftar Tagilhan Sementara, agar dimasuklkan dalam
rincian pengeluaran untuk dibayarkan kepada Bank Penerbit Kartua

Kredit.

) Disi dengan kode kegiatan pembebanan anggaran tagibhan Kartu
Kredit Pemerintah. '

(8) Disi dengan kode output pembebarrsan anggaran tagihan Kartua
Kredit Pemerintak.

=) Diisi dengan kode komponen dan akun pembebanan anggaran

tagilhmn Kartu Kredit Pemerimtah .

(1) Diisi dengan wuraian akun pembebanan anggaran tagihan Kartua
HKredit Permerintabs

(11) Disi dengan jumlah yang haras dibayvarkan atas beban APBN untulk
masing masing Pemegang Kartu Kredit Pemerintab

(12) | Diisi dengan total yang harus dibayarkan atas beban APBN.

(13) Disi dengan lokasi.

(14) | DMisi dengan tangsgal, bulan, dan tabhun penandatanganan Daftar
= Pembayvaran Tagihan Pemegang Kartu Kredit Pemerintak.

(15) Diisi dengan tanda tangan PPK dan dibubuhi cap dimas.

(1<) Diisi dengan nama lengkap PPK.

[ (171 | Diisi dengan NIP PPK.

Lampiran 15. Daftar Pembayaran Tagihan Kartu

Kredit Pemerintah




-117 -

KOPSURAT
| SATUAN KERJA
Momor : 81 (tanggal, bulan, tahum)
SBifat : Segera
Lampiran o -
Hal : Pemberitabusn Pmolakan

Yth. . S .
.................. .
.................. T ——
di ... (6).....
1. Dasar :

a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor ... (7)..../PME.O53/2018 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Pengrunaan Kartu Kredit Pemerintah;

b. Daftar Pengeluaran Ril Kegiatan Operasional Dan Belanja Modsl Dengan Kartu Kredit
Pemerintah a.n. ... B eenn e dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah ....... 2 -

c. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinss Jabatan Dengan Kartu Kredit
Pemerintah a.n. ... (L] (SR dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah .. G111, H
dan/atau

d Tagihan fe-bilinglf/Daftar Tagihan Sementara an. ... [~ — dengan nomor Kartua
HKredit Pemerintah ....... [ I

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan hasil pengujian oleh PPE,
dengan ini dissmpaikan rincian pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanjp modal
dan/atau kegiatan perjalanan dimnes jabatan dengan Kartu Kredit Peaneintah yang tidak
dapat disetujui/ disahlkan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, meliputi:

Pembebanan ij”ﬁl‘l Baukh
FHa | pengeluarsn | Kode Kode | g | Ummisn | Ada | Tadak Jumlah Eet o
g i tem Onuetpuet dams Ay Aloum
EEETH LIS s[16] . 17 A18).. [ 19, w[R04 . w[@1). =[29].. 023].. wf2d]..
Taotal [25)..

3. Selanjutnya, terhadap rincian pengeluasran sebageimans dimaksud padsa angls 2, sesuai

dengan ketentuan, menjadi tanggung jawab pribadi Pemegang Kartu Kredit Pemenntsh dan
harus dibayarkan kepadas Bank Penebit Kartu Pemerintah sebelum twmngegsl jatuh tempo

pembayaran.
Demildan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya divcaplkan terima kash.

Pejabat Pembuat Komitmen,
Batker .o 20 e oo cosen

fmama jelas)
NIP. . .ccd27)eeeeceen

Tembuzsan:
1. Kuasa Pengguna Anggaran Satloer...[28]..... H
2. Bendshara Pengeluaran/ Bendshara Pengeluaran Pembantu Satker ... . [29)......
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO. URAIAN
(1) Diisi dengan nomor surat Satker.
(2] | Diisi dengan banyaknya lampiran surat.
(3) |Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.
(4) |Diisi dengan jabatan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (apabila ada) |
=] Diisi dengan alamat Kantor Pemegang Kartu Kredit Pemenintah.
(6) | Disi dengan alamat tempat/domisih /alamat Satker.
[7) | Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan ini.
(8] Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.
9 Diisi dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah.
(10) | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.
(11} | Dusi dengan nomor Kartu Kredit Pemermtah.
(12) |Dusi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.
(13) | Diisi dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah.
(14) | Diisi dengan nomor urut
(15} | Dus1 dengan nncian pengeluaran/transaks: keperluan belanja operasional
dan belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan yang
dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah.
(16) |Diisi dengan kode kegiatan.
(17) |Diisi dengan kode output.
(18) |Diisidengan kode kamponen dan akun.
(19) | Diisi dengan uraian akun.
(20) | Diisi dengan tanda centang apahila terdapat bukti pengeluaran.
(21) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran.
(22) | Dusi dengan jumlah pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.
(23) | Diisi dengan keterangan *Tidak Disetujui/Tidak Disahlkan™
(24) | Disi dengan penjelsan alasan rinclan pengeluaran /bukti-bukti pengeluaran
ditolak /tidak disetujui oleh FPE.
(25) | Daisi dengan total pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.
(26) | Diisi dengan nama Satker.
(27) | Diisi dengan NIP PFK.
(28) | Diisi dengan nama Satker.
' (29) | Diisi dengan nama Satker. o ) B

Lampiran 16. Formulir Pemberitahuan Penolakan Bukti-Bukti

Pengeluaran Kartu Kredit Pemerintah
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KOF SURAT
SATUAN EERJA

DAFTAR PENGELUARAN RIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN
DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Mamma wee [ 1)

NIP - (2]
Pangkat/Gol. Ruang - 3

Jabatan (4]

Unit Kerja .- (5]

Mama Pemeganyg Kartu Kradit

Pemerintah .. (6]

Nomor Kartu Kredit Pemerintah L7
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor N | J .
tanggal. v e P, dengan ini kami menvatakan dengan sesungguhnva

babwa:

1. Rincian pengeluaran riil kegiatan pefalanan dinas jabatan dengan Kartu Kredit

Pemerintah sebagai berilout:

Pembebanan Anggaran Bulkti
Rincian [
L Pengeluaran Kode Kode e | Uraian Ad Tidal Jusmiah
X K omponer Al . L
Kegiatan | Output dan Alcun n
. (10].. wof11].. 13} .. =13].. 1. | .415).. | . f16).. | . J1F].. o[ 18]..
Total 2 19)..

2. Jumlah uwang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pembavamn perjalanan dinas dan apabila di kemudian hari terdapat kelebibhan atas
pembavaran, kami bersedia untuk menyvetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demildan pernvataan ini kami buat dengan sebenarnva untulk dipergunalan

sebagaimana mestinya

Mengetahui:
Pemegang Kartu Kredit Pemerintah,

Pelaksana SPD,

SR /-3 | IO
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS
JABATAN DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO. URAIAN
(1} |Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).
(2} | Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).
(3) | Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang Pelaksana Surat Perjalanan Dinas
(SPD).
(4} | Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).
(5] | Diisi dengan unit kefja Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).
(5] |Diisi dengan nama lengkap Pemegang Kartu Kredit Pemerintah }'zmg
digunakan.
(7} | Diisi dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah yang digunakan.
{8} | Diisi dengan nomor Surat Perjalanan Dinas (SPD).
(9} | Diisi dengan tanggal Surat Perjalanan Dinas (SPD).
(10} | Diisi dengan nomor urut.
(11} [ Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan perjalanan
dinas jabatan yang dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah.
(12} [Diisi dengan kode kegiatan.
(13} [Diisi dengan kode output.
(14) | Diisi dengan kode komponen dan alkun.
(15) | Diisi dengan uraian akun.
" (16) | Diisi dengan tanda centazlq:q_aﬁla_tadapat bukti pengeluaran.
(17) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti
pengeluaran.
' (18) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.
(19) |Diisi dengan total pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.
(20) | Diisi dengan lokasi.
(21) |Diisidengan tanggal, bulan, dan tahun.
(22) | Diisi dengan tanda tangan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).
(23) | Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).
(24) | Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) (apabila
ada).
(25) | Diisi dengan tanda tangan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.
(26) | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.
(27) |Diisi dengan NIP Pemegang Hartu Kredit Pemerintah fapabila ada).

Lampiran

17. Formulir Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan

Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah
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KOP SURAT
SATUAN KERJA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL

DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama AR PR FPURX s PS ORUA S P ANE Ke ot (1
NIP 390 RN M A S R D AN SR PP AP AR F SN 2)
Pangkat/Gol Ruang T anansansnuanNARARERS 0o P RROLAREPRENTSAINAREE0SHnEORS (3)
Jabatan R AP AR (AR IR e s <sseaduvs (4)
Unit Kerja AL R L bR A s e SO G .(5)
Nomor Kartu Kredit Pemerintah P SRR AP I L S N (6)

Berdasarkan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka penggunaan

Uang Persediaan, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Rincian pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanja modal dengan Kartu Kredit

Pemerintah sebagai berikut:
Pembebanan Anggaran T Buku
No. Rincian Bmlnll Kode Kode Kode Uraian ) Jumlah
Pengeharan | parang | Kegiatan | Output Rompoace | “Akun e
7. _{81.. Pl | 00 | o). | i | . (13).  (14).. | (15). | .(16).-
|
Total -(17)..

2. Jumlah uang tersebut pada angka | di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pembayaran Kkegiatan operasional Satker melalui Kartu Kredit Pemerintah dan
apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk

menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN
OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL
DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO. URAIAN

(1) | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(2) | Diisi dengan NIP Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (apabila ada).

(3) | Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang Pemegang Kartu Kredit
Pemerintah (apabila ada).

(4) | Diisi dengan jabatan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(5) | Diisi dengan unit kerja Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

{6) | Diisi dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah.

(7) | Diisi dengan nomor urut.

(8) |Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja
operasional yang dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah.

(9) | Diisi dengan jenis belanja barang operasional atau belanja barang
non operasional atau belanja barang persediaan atau belanja sewa
atau belanja pemeliharaan atau belanja modal dengan nilai belanja
paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(10) | Diisi dengan kode kegiatan.

(11) | Diisi dengan kode output.

(12) | Diisi dengan kode komponen dan akun.

(13) | Diisi dengan uraian akun.

(14) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran.

(15) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti
pengeluaran.

{(16) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.

(17) | Diisi dengan total pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.

(18) | Diisi dengan lokasi.

(19) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun.

(20) | Diisi dengan tanda tangan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(21) | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(22) | Diisi dengan NIP Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (apabila ada).

Lampiran 18. Format Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan

Operasional dengan Kartu Kredit Pemerintah
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KOPSURAT
SATUAN KERJA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL
DENGAN KARTU KEREDIT PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

Unit Kerja
Nomor Kartu Kradit Pernenntah

(1]
2]
3]
(4]
< (5]

. (8)

Berdasarkan pembayvaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka penggunaan

Uang Persediaan, dengan ini kami menyatakan dengan sesungrubnya bahwa:
1. Rincian pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanja modal dengan Kartu Kredit
Pemerintah sebagai berikut

i Pembebanan Anggaran Bult
Rincian e =—
Lo Pengeluaran Elraﬂ; Kﬂdt Kode Komponen Uraian | ada Tidalk Jumlah
Kegiatan | Output dan Alcun Aloun |
aofTh . -AB).. un [ «[10). .. au[11].. (12 (3] [ 14 | (15).. {16}
- |
Total 17

2. Jumlah uwang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untule
pembavaran kegiatan operasional Satker melalui Kartu Kredit Pemerntah dan
apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untulke
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara,

Demikian pemnvataan ind kami buat dengan sebenarnva, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinyva.

PRI | | ) NP | .- |

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah,




- 124 -

PETUNJUEK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN
OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL
DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

URAIAN

NO.

(1) |Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(2) |Diisi dengan NIP Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (apabila ada).

(3) | Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang Pemegang EKartu Kredit
Pemerintah [apabila ada). I

(4) |Diisi dengan jabatan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(5) |Diisi dengan unit kerja Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(6) |Diisi dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah.

" (7) |Diisi dengan nomer urut.

(8) |Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja
operasional yang dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah.

(9) | Diisi dengan jenis belanja barang operasional atau belanja barang
non operasional atau belanja barang persediaan atau belanja sewa
atau belanja pemeliharaan atau belanja modal dengan nilai belanja
paling banyak Rp350.000.000 (ima puluh juta rupiah).

(10) | Diisi dengan kode kegiatan.

(11) |Diisi dengan kode output.

(12) | Diisi dengan kode komponen dan akun.

(13) | Diisi dengan uraian akun.

(14) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukt pengeluaran.

(15) |Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti
pengeluaran.

| (16) |Diisi dengan jumlah pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.
| (17) |Diisi dengan total pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.

(18) | Diisi dengan lokasi.

(19) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun.

{20) | Diisi dengan tanda tangan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(21) | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(22) | Diisi dengan NIP Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (apabila ada).

Lampiran 19. Formulir Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan

Operasional dan Belanja Modal dengan Kartu Kredit Pemerintah
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=
e

Formak KARK/TOR

HERANCGHA ACUTAN KERIA) TERW OF REFEREENCTE

HELUARAM [DUTPFUT] TA 2000

Eomentersan Negam fLembaga :
Unit Esedam 111 : .

FProgram : A E e e e ke s e e e e

Sasmran Progrosm : T

Indikatar Einerja Program ] 1

Kegiatan

Indilcater Kinerfa Kagistan : §

Klassfikasi Rinclamn Gaigpuae

Insdibealar KRO : P,

Rarszian Catpoat z ermmrmre e

Satuan RO : e emr— e e

M. Latar Belakang
L Brasar Hukum. e {1E)
I
H. Peneritna Mandast. o 17
. Girategd Pencapatan Heluaran
1. Metode PelaBRARSACL oo meeomea.- | L]
&, Tehapan dan Waktu Pelaksamaan............ [19)
D, Kuwran Wakia Pencapaian Kelusrane. ... [20)
E. Einya Yong Dapeclukan.....ocvvcvvieccicvvarns (211

(1]

PP 1

pmemreree 43

wisracame [

Fenangsung Jawab Kegiotan,

Mama ..

HIFfHEP.. ...

. ()
e {23}

Lampiran 20. Format TOR/KAK




- 126 -

FINCIAN ANGGRARAN BELANIA

Eementeriang Lemnbaga : TP | ||
Umnit eselom (1§ Satlcer : U |
Kogintan : T | |
Snsaran Hegiatan i R |
Insdlibmtor Kinerja Kegiatan i P

Satuan Ukur U ||
Hloleast Dana : ST | | |

Ende fisatin RO/Kompoomny]  Yolme Jenis knmpan | Rincian Haryga
JAkun detil [Rencian {Utama/Persdukung) | Pechitungam | Satuan | Jumish
Cruzput Eat jisl
L 2 8 o T
mmda | Blincion Oatput 1 o - - - AL Gy
WEE | Romponea 1 E Liama - - SoH e

Etiaaa d R TH LR
d Dl Belarga | - E O aal, 20 | A% gom

. Detil belangy 2 - B Paat £ 00 | 901 gog

[
'

L99.500

SHGL.0

e . dat
LI .1
%tx.xx | Rincian Craiput 2 ) =] - - G, Srad
axr | Komponen 2 - [Enmax : - B9 so
mrrax | Akoun ' G d0n)

@ Dell beloega 1 - - DG gal £ ¥ | 9% G0
sl % ...

b, Dedl belama 2 - - 99 aal x 09 | 99| 999

#nl. % ...

pL R

Sh5 HE

o, .., dE
. veeg AlEL

N iy
NIFNRP.......o...r-. [z

Calaian;
Jumlah total alokasi anggaran RO adalah jumiah kesclurohan alokasi anggaran RO-RO yang
dilaksanakan aleh seivroh satker, untuk RO vang sama.

Lampiran 21. Format RAB




- 127 -

LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA...............oon 2
UNIT ESELON L. 3) }» KOP K/L
Alamat........ocooovrerneee (4]
SURAT PERNYATAAN ...................(5)
NOMOR & 6)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama AR | | |

NIP/NRP s (8)

Jabatan ROOORROOPROPPRTRPROOR ||
Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal

sebagai berikut:

1. Menyetujui substansi usul Revisi Anggaran yang diusulkan oleh KPA
eeeeeeveenreee| 10) BEFUPAL e (1),

2. Usul Revisi Anggaran beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah
disusun dengan lengkap dan benar, dan telah direviu Aparat Pengawasan
Intern  Pemerintah  Kementerian/Lembaga  [APIP  K/L), dalam |
halioinn12).

3. Menteri/Pimpinan Lembaga telah menyetujui usul Revisi Anggaran, dalam
hal...vneernn 13);

4. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia

menerima segala nisiko dan kosekuensinya sesual dengan tugas dan
WEWenang saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan |

sadar, dan tidak di bawah tekanan.

wennsesssannen| 15)
|16
NIP/NRP. ..o 18]

Lampiran 22. Surat Pernyataan Eselon I
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Lo 1) EEMENTERIAN/LEMBAGA .
UNITESELON I - EOF EjL
ALAERBE e
Nomar e {tangEal-bulan-Z 0300
sifat : Sagpara
Lampiran : Satu Barksc
Hal : Usulan Revisi Anggaran

¥ih. Direktur Jenderal 4 ngEaramn
i
Jalicarts

1. Dasar Huolowmn:
A Feraturan Manter Esuangan Momor MNO0/FPME.0Q/20X0C wmntang Tata Cara

Revisi Anggaran Tahan Anggaran 3000

DHF REA-K /L Ditjan ..

DIFA Indule ..........Ha

DIFA Patikan .

DIFA Patikan .

koda Digitzl Stamp. :
kods Dagital Stamg... ;
kode Digital Stamp. ..

BERn g

2. Barsama ini dinsulfkcan Revisi Anggaran dengan rncan sebagal barkt:
a Tums reavisi.... .- |8);
b. Tata cara ravi

8. Alazan §partmbangsn parbonys Fevisi AngEsrsn:
E. IR - - E. L
| - T — - 1
4. Barkenasan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut &f atas dilampiriosn dats
dukung berupa-
T - £ T
- U 1. )

Damikian disampaiiosn, atas kerja sama Saudara /i docapkan tarims kasih

 oofm TRATAN ISTADN

(1) |DE=i gangan logo Hementerian fLembogs.

{2) |Di=i dengan nomankilatar Komantarian f Lermbaagm.

Diisi gongan unit ccalon [ panguosul Rovisi Anggaran

{4) |Disi demgan alamat undt ccalon L

(5] |Diisi dongan dacar hukam lainnys (sopert: Undang-Undang, Foraturan
Pameriniah, dan Peraturan FPresiden), HEeputasan Sidang Kabinet, ataa

Keputisan Rapat yang dipimpin Menter Eoordinator.

i8] |Diisi dengan ema revsi. contohoya: perubahan anggaran belangs yeang
barsumber dari PHBEFP, perabahan angearan  yang  bersomber diari
Finjaman kibah loar nageri, Ppenyslasaian tunggsian, pemenuhan Selsnjs

Operacional, dan cojonismys.

Diici donpgan tata cara rovisi. contohnys DOrgeooran angoaran antar-Program

untuk pemanubhan Balanja Operasicnal, parpeseran anggaran antar-KRO RO,
antar-Kanwil Diraktorat Jandaral Ferbeandabaraan, dan sejendsoya.

jg) |Difzi dengan alasan)partimbangan darn Sisi tujuan Revizi Anggaran,
comtohnya: antisipasi tarhadap parubaban kondisi dan prioritas kebutuhan,
mamparcepat peocapaian dnerja Kementerian/lombags, maningkatican
afaktivitas dan oaalitac balanja, opimalisaci peREQUOast AOEEATAL Yang

tarbatas,. dan sejenisnya

i) |Disi dengan dampaknya terbadap volume RO, antara lain- volama RO

tatap madlic J turan.

[10] |DEsi dengan dokumen pendolung usulan Bewvisi Angearan yang dilaboskosn.

[11] |Ddsi dengan jabatan Pejabat Esalon [ Kemanterian fLembags pengasal revisi
ST RS

[1Z] |DEizi dongan namas Pojabat Esalon I Kemantorian /Lambags

[12] |DiEsi dengan NP /HRF Fajabat Esslon I Kementerian / Lembags

Lampiran 23. Surat Usulan Revisi Anggaran Kewenangan DJA
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LoaGo M KEMENTERIARLEMBAGA .o 61
UNITESELON L., o vettremsensmsnsesas 3 L
Kemeczoch n [ Lem bags
Moenor 8 / FAOXX (tanggal-bulan-20XX)

Sfar ! Segera
Lampiran : Satu Berkas
Mal  : Usulsn Bevisi Anggasan

i Dirsktur Jenderu! Perbenduhnrsars
cq Dirdaue Pebdoanean Anggoran
-

Jekurta

L Dasar Huzwm
Perstun Menteri Xpuscgan Nomor  /PMK.02/ . tentang T Carn Reviw Anggurss
Tatnn Anggaran 2000C

ponet . | 1

4 Deckenasn dengan weadsn Revisl Anggaran sersehaf @ atas dBamperkan data dekung

berupa:
B orreereresenss (0] SAD

Desnliden kaml sampaikan, atux kerjs sumanyw diocepken tersnun kasil
[Selxetariy Jendered Sekretary Utama/

Sckretans/ Poabat Eseion | Kemsterian/
Lembagal

PSP RN FARN SR - )
NIP/NRP 20 -

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan logo K/L.

2 Diisi. dengan nomenklatur K/ L.

(3) Diisi dengan unit eselon | pengusul Revisi Anggaran.

(&) Diisi dengan alamat unit eselon L

5) Diisi dengan dasar hukum lainnya (seperti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden), keputusan sidang
kabinet, atau keputusan rapat yang dipimpin menteri koordinator.

(6) Diisi dengan tema revisi scperti: revisi penambahan PNBP, lanjutan
pinjaman/hibah luar negeri, Belanja Operasional, penggunaan sisa
anggaran, sclisih kurs, perubahan pejabat perbendaharaan, dan
sejenisnya.

7) Diisi dengan mekanisine Revisi Anggaran, contoh antara lain:
pergeseran antarRO dalam satu Satker dalam rangka memenuhi
kebutuhan Biaya Operasional.

8) Diisi dengan alasan/pertimbangan yang menjadi penycbab
dilakukannya Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebijakan atau ada
penugasan baru

9 Diisi dengan alasan/pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran,
antara lain: antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas
kebutuhan, mempercepat pencapaian kmerja K/L, dan/atau
meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi
penggunaan anggaran yang terbatas (pilih sesuai keperluan).

(10) | Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan
Revisi Anggaran yang dilakukan (contoh: surat pernyataan
penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual/Sisa Anggaran Swakelola).
(11) | Diisi dengan nama pe¢jabat eselon I K/L.

(12) | Diisi dengan NIP/NRP pejabat eselon I K/L.

Lampiran 24. Surat Usulan Revisi Anggaran Kewenangan Dit PA DJPB
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OGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNIT ESBELON [ ....ccodn® xKop
K and 1 baga
ARG . .iiiiiiitiansansansansensansansenan
Nomor =S 7 J20XX {tanggal-bulan-20XX|
Sifat . Segera
Lampoan - Satu Berkas
Hal Usulan Revisi Anggaran
Yth Kepala Kanwil Direktorat Jencderal PerbenCab@raan .o 161
1. Dasar Hukum:
a.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor SPMK.02/20XX teatang Tutn
Cara Revisi Angparan Tahun Anggaran 20XX;
b SRR [
-3 DEPR T PNREIEEY . oo mviablabovnisdosd. DDA | ooierenetresersdisenyres
Tanggal .......c.-.... Ode digitai sdaomp ...,
2 Bersama ind divsulkan Revisi Anggaran dengan rinoian sebagal berdkut:
o Toma sewisi...... 19
b Mekanisow revisio.. . {10}
3 Alasnn,fperumw:l periunya Revisi Anggaran:
* s> IR
b - 2k
4. Schagai baban periimbangan, dengan inl dilampirkan data  dukung
berupa:
R E—— o & ] P T
h SRSy L B
Demiki kami paikan, stas Xerp samanysa divcapkan tersma kasib.
Kuass Pengouna Anggaran,
NIP/NRP. ..o iine s e (38
NO. URALAN [SIAN
(A1) Diisi dengan logo K/L. ]
2 Diisi dengan nomenklatiar K/L.
(=] Diis: dengan unit eselon [ pengusid Revisl Anggaran.
#1 | Diisi dengan Saiker pengusul Revisi Anggaran.
5l Diisi dengan alunat Satker =
6 | Disl dengan tujuan [Kepaks Kanwil DUPb).
71 Diisi dengan swmat Kanwil DJPb. R
"—tﬂl Diisi dengan peraturan-peraturan lain scbapsa: dasar hukum revsi fjika
| adag
) Disl dengan tema rovisi seperti: revisi p penambahm PNBP, [nnmmn
pinjaman/hibah luar negeri Belunjs Operasi P T
arggaran, schisin kurs, peorubahan pembat  perbendaharann, da.n
B¢ jenisnyas,

1103} | Dissi  dengan mekanisme Revisi Anggeran, cenroh  antars  ain:
pergeseran antarR0O delwun  satu Salker dalam  rangka memenuhi
kebutuhan Belanja Opcrasional.

111 Dusi dengan alasan/ perianbangan yROR enjady penyebab
dilakukanaya Revisi Anggwran darn sisi perubahan Kebijakan atau ada
penugasan baru.

12) | Diisi Odengen alasan/pertimbangen dan s lujaan Reviss Apggaran,
antara laine antisipasi terhadap perubahan kondisi dan  prioritas
kebutuban, memnprrospal | pPEnCRPAIAn kirer a K/L, dan/atau
meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan cptimalisasi penggunaan
arggaran yang tecbatas (pibh seswua keperiuank

[13) | Dimi dengan dokumen pendukung Lumnnya terkait Gilakukan Revisi
Anggesran vang diloakukan (contch: Sural Pernyataan Penggunssan Siss
Anggursn KontraktuaiSisa Anggaran Swakelola)

[13) | Ditsi deogan dokumen pencukung Mennys terkat cunkukan Revisi
Anggaran yang dilakukasn [fika ada).

1151 | Diisi deogan nema KPA
T[i€) | Diisl dengan NIP) NRP KPA

Lampiran 25. Surat Usulan Revisi Anggaran Kewenangan Kanwil DJPB
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GENDEE ALDGET ST TEMENT

(Pesoyaissn Anggarsn Gender)
Eermendesian fLembaga : [beris Momn Kemestertons Lemibsgpa
Uit Orgonisast 2 [berisn Mo unl evelor | ashago K
Lt ewcdon 11 Ssiker ¢ [wEniEl Momo e esafon & O Korfar Pl

oy buknn ssloga) Soiher Gl bt
salker b o Piosal afau Doerody)

Progreem KNornes Frogeren

| Kisintan dhmmes Kepaelan T
Rizcian Outpu: | Kwescson, colvma, don saluas Rncom Gadpuf
Indikator Bincisn Cratgut Indiiarar Finman ¢ eapur ]
Annlies St o Uradom  snghos  pang  senggombarkens

II PErECECE Wy ok gL
l dilpisanakan, melpadtc  dote  pemboke
| pemgebof  permaseishan kmtré-ﬁ
| ilrl'l-l:I'L Ped-fad g plr::pm

manulasanok-omak  Er usas LiMSE,
| N W

tidnk fersedin, dopesd Smengpunohon claha

| dalitany 'l

# Rincon Jedpul pong  ofon dihasiian

| | mempunpm pengoruh kepcka Hﬂp‘:‘ll
soxanmy ferfenify

I pendicr pada komponan -

® fsufkesenmngan pender pang odg pado

| kompoangn g
Eencans Alsi Henze=n simlmaknn  FEmOON @ R
hmbh mnoano ckn yang ksl t ks aiTakuian wuk
gt el

e CONE TT—
Alaleasd Lngparan Rinclan JEImh e S Do (RO e caksErsian

Crutpus unbuk mencapor Biscian G e
D-'up-lh,l'hl::i_mathn'l}u.lpm tmmpak/homd secom  deos  dard Riscan
Oupud  yang  dtheslkan  dan  doesan
dompen o gonder serio perbmikan ke amhb
Risatiraan Seraler.

FPenanggung - Jmesb Kepininon,

HI.F.IIHHF. B TTITT T rN NRRE R EREERE T PR RS R

Lampiran 26. Format Gender Budget Statement
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KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Nota Dinas
Nomor:
Kepada Yth . | KPA Satker Setkemenko PMK
Dari . | Kepala Biro/Inspektur
Perihal : | Usulan Revisi Anggaran
Lingkup Satker Setkemenko PMK

Lampiran . | 1 (satu) berkas
Tanggal

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan revisi anggaran lingkup Unit Kerja.......
dengan alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran sebagai berikut:

Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan data dukung berupa:
1. Semula Menjadi perubahan anggaran
2. Matriks Semula Menjadi pada Aplikasi SAKTI yang ditandatangani oleh
KPA
3. TOR dan RAB

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih

Mengetahui, Menyetujui,
Seskemenko PMK Kepala Biro/Inspektur
Ttd. Ttd.

Lampiran 27. Contoh Nota Dinas Usulan Revisi Anggaran Kewenangan
KPA /Kanwil DJPB
Satker Setkemenko PMK
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KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Nota Dinas
Nomor:

Kepada Yth . | KPA Satker Setkemenko PMK
Dari . | Sekretaris Kementerian Koordinator PMK
Perihal : | Usulan Revisi Anggaran

Lingkup Satker Setkemenko PMK

Unit Staf Ahli
Lampiran . | 1 (satu) berkas
Tanggal

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan revisi anggaran lingkup Unit Kerja Staf
Ahli dengan alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran sebagai berikut:

Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan data dukung berupa:
1. Semula Menjadi perubahan anggaran
2. Matriks Semula Menjadi pada Aplikasi SAKTI yang ditandatangani oleh
KPA
3. TOR dan RAB

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih

Seskemenko PMK

Ttd.

Lampiran 28. Contoh Nota Dinas Usulan Revisi Anggaran Kewenangan
KPA /Kanwil DJPB
Satker Setkemenko PMK (Khusus Staf Ahli)
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KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Nota Dinas
Nomor:
Kepada Yth . | Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang PMK
Dari . | KPA Satker....
Perihal : | Usulan Revisi Anggaran
Lingkup Satker.......
Lampiran . | 1 (satu) berkas
Tanggal

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan revisi anggaran lingkup Unit Kerja.......
dengan alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran sebagai berikut:

Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan data dukung berupa:
1. Semula Menjadi perubahan anggaran
2. Matriks Semula Menjadi pada Aplikasi SAKTI yang ditandatangani oleh
KPA
3. TOR dan RAB

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih

Menyetujui,
Eselon | KPA Satker....
Ttd. Ttd.

Lampiran 29. Contoh Nota Dinas Usulan Revisi Anggaran Kewenangan
KPA /Kanwil DJPB
Satker Non - Setkemenko PMK
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KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Nota Dinas
Nomor:
Kepada Yth . | KPA Satker ........
Dari . | Sekretaris/Asisten Deputi
Perihal : | Usulan Revisi Anggaran
Lingkup Satker.......
Lampiran . | 1 (satu) berkas
Tanggal

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan revisi anggaran lingkup Satker.......
dengan alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran sebagai berikut:

Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan data dukung berupa:
1. Semula Menjadi perubahan anggaran
2. Matriks Semula Menjadi pada Aplikasi SAKTI yang ditandatangani oleh
KPA
3. TOR dan RAB

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih

Mengetahui, Menyetujui,
Deputi Bidang Sesdep/Asdep
Ttd. Ttd.

Lampiran 30. Contoh Nota Dinas Usulan Revisi Anggaran Kewenangan
Dit.PA DJPB/DJA/DPR




JUDUL DENGAN HURUF

KAPITAL

- \ - b = /-_____ﬁ_-\\\

SELURUH FONT WAJIB MENGGUNAKAN
BOOKMAN OLD STYLE, SIZE 12, SPASI 1,5
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/

'.",,//; KERTAS F4 CONQUEROR DENGAN LOG
Ei‘g GARUDA PADA HALAMAN FERTAMA,

LEMBAR KEDUA DST KERTAS F4

e

-

o

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU
KEDUA

DIKTUM
PENUTUP

REPUBLIK INDONESIA

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA UNIT KERJA DALAM LINGKUP

SATUAN KERJA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN,

a. bahwa dalam rangka .............cooiiiiiieecinie e ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan...............ccceene. ;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah /Peraturan
Presiden terkait pelaksanaan Surat Keputusan ini
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor
...); (Minimal Peraturan Presiden tentang Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan)

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ... Nomor ...); (Minimal Permenko PMK
tentang Organisasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG

Mengangkat pegawai yang ........
Dapat disebutkan dalam beberapa diktum terkait substansi

tugas, sumber pendanaan, dan seterusnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

[ KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

ENTER
1X

ENTER 1X
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Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal
|- ENTER 1X

MENTERI KOORDINATOR -
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA, ENTER 3% DAN NAMA
tanda tangan ':ﬁg:r? QATTTSQF
NAMA MENKO PMK
(HALAMAN SELANJUTNYA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA UNIT KERJA DALAM

LINGKUP SATUAN KERJA ...
ENTER

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA UNIT KERJA DALAM LINGKUP
SATUAN KERJA ...

Isi lampiran berupa nama, jabatan, dan posisi pegawai tersebut

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA, | DATIREREX

r DITENGAH (TIDAK
tanda tangan RATA KIRI)

NAMA MENKO PMK

Lampiran 31. Surat Keputusan Menko PMK
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SELURUH FONT WAJIB MENGGUNAKAN KERTAS A4 DENGAN LOGO PMK PADA HALAMAN

BOOKMAN OLD STYLE, SIZE 12, SPASI 1,5 PERTAMA, LEMBAR KEDUA DST KERTAS A4 BIASA)

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
5 NOMOR ... TAHUN ...
z . TENTANG
b
F:
g SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN ENTER
K MANUSIA DAN KEBUDAYAAN, [ X
Menimbang. : a. bahwa dalam rangka .........coceeeieiiiiireireeeeeeeee ;
bahwa berdasarkan pertimbangan.............c.coceeeeenee. ;
Mengingat : 1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah /Peraturan
Presiden terkait pelaksanaan Surat Keputusan ini
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor
...); (Minimal Peraturan Presiden tentang Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan)
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ... Nomor ...); (Minimal Permenko PMK
tentang Organisasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG ....ccviiiiiniiniinn e
KESATU : Membentuk Tim ...
KEDUA . Dapat disebutkan dalam beberapa diktum terkait substansi
tugas, sumber pendanaan, dan seterusnya.
DIKTUM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP e ENTER 1X
Ditetapkan di Jakarta—
pada tanggal |
- ENTER 1X
SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN,

tanda tangan ! ENTER 3X




(HALAMAN SELANJUTNYA)
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NAMA SEKRETARIS KEMENKO
PMK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ENTER 1X

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

Isi lampiran berupa nama, jabatan, dan posisi pegawai tersebut L ENTER 1X

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN, ]
tanda tangan ]
NAMA SEKRETARIS KEMENKO
PMK

Lampiran 32. Surat Keputusan Seskemenko PMK
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SELURUH FONT WAJIB MENGGUNAKAN KERTAS A4 DENGAN LOGO PMK PADA HALAMAN

EOCKMAN QLD STYLE, SI7E 12, 3PAZI 15 PERTAMA, LEMBAR KEDUA DST KERTAS A4 BIASA)

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ...
é" KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
2 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
gg B NOMOR ... TAHUN ...
i 3 TENTANG
a‘ .
) — DEPUTI BIDANG ..., ENTER 1X
Menimbang : a. bahwa dalam rangka ........ccooooiiiiiiiiiiii e ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan ............cc.....ceeeeen. :
Mengingat 1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden
terkait pelaksanaan Surat Keputusan ini (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...}; (Minimal Peraturan
Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun .. Nomor ..); (Minimal Permenko PMK tentang
Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan — KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG TENTANG
............................................. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim ...
KEDUA . Dapat disebutkan dalam beberapa diktum terkait substansi tugas,
sumber pendanaan, dan seterusnya.
DIKTUM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP 7
r ENTER 1X
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ‘ FNTFR 1%
DEPUTI BIDANG, (
tanda tangan ‘
NAMA DEPUTI i ENTER 3K

(HALAMAN SELANJUTNYA)
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI ... KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

}- ENTER 1X

KELOMPOK KERJA PENYIAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN RESISTENSI ANTI
MIKROBA

Isi lampiran berupa nama, jabatan, dan posisi pegawai tersebut -
" ENTER 1X

DEPUTI BIDANG ...

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN, -‘

tanda tangan — ENTER 3X
NAMA DEPUTI ‘

Lampiran 33. Surat Keputusan Deputi
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SELURUH FONT WAJIE MENGGUNAKAN KERTAS A4 DENGAN LOGO PMK PADA HALAMAN
PERTAMA, LEMBAR KEDUA DST KERTAS A4 BIASA)

BOOKMAN OLD STYLE, SIZE 12, SPASI 1,5

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA ...
NOMOR ... TAHUN ...
i TENTANG
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA ...

JUDUL DENGAN HURUF
KAPITAL

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA ..., X

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ..........cccoeeviiiiiiiieicisne e ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan...................c...... ;
Mengingat : 1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah /Peraturan
Presiden terkait pelaksanaan Surat Keputusan ini
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor
...); (Minimal Peraturan Presiden tentang Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan)
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ... Nomor ...); (Minimal Permenko PMK
tentang Organisasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan - KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA

KESATU : Mengangkat ...
KEDUA : Dapat disebutkan dalam beberapa diktum terkait substansi
tugas, sumber pendanaan, dan seterusnya.

DIKTUM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP L enmErix

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal | ENTER 1X

]

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA ...,

tanda tangan }

NAMA KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

ENTER 3X

(HALAMAN SELANJUTNYA)
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SATUAN KERJA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
SATUAN KERJA ...
ENTER 1X
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA ...
Isi lampiran berupa nama, jabatan, dan posisi pegawai tersebut
r ENTER 1X
KUASA PENGGUNA AN GGM
SATUAN KERJA ..., |
tanda tangan |
NAMA KUASA PENGGUNA

ANGGARAN

ENTER 3X

Lampiran 34. Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelola Keuangan
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Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama ettt teteeteteeieetesteestessereesesseressetersstestessetessesetessereesessestesentestereiteitettatenteteetentetateats enatenreneene
)] TP

Jabatan et etteteeteseeeetesteteetessetesseseetessestetestessietessiteetetetesteseteatesteteteatereate et estetebeteeaentees sebentennatens
Satker et teteeteeeieetesteeetesteesteetestesssestestieetestereetessessetesteseetestentettitesteteateste s atesteaeete st eaeereeereerenee

KBIMBNEBIIAN:......c..cee ettt ettt et ettt et s bt e st eb e se et asesssbeeeetasesebe s essseteneseete e etan s

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa (.............. isi sesuai dengan isu terkait......... )"

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat
pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke kas negara.

Jakarta, - -20xx

Mengetahui Yang Membuat Pernyataan
(PPK) (PJK)
Keterangan:

Cantumkan nama kegiatan, tanggal kegiatan, lokasi dan nominal yang dipertanggungjawabkan dengan
menyertakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lampiran 35. Format SPTUM
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SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

NIP

Jabatan

...................................................................

...................................................................

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melaksanakan tugas
perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor............tanggal.............

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksana SPD,

meterai
Rp6000,-

...........................................

Lampiran 36. Format Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas
Perjalanan Dinas

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

ANDIE MEGANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

Dyah Tri Kttmolosari



